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KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan
hidayatNya, kami telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019.

LAKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 adalah suatu dokumen yang
berisikan uraian singkat organisasi, Rencana dan target kinerja yang ditetapkan,
Pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis
atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun
2019 merupakan Laporan penyusunan Lakip ke II dengan tetap menjabarkan visi,
misi Gubernur yang di implementasikan pada Surat Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan Kkinerja yang harus
dipertanggungjawaban kepada Gubenur atas hasil kinerja yang dilaksanakan selama
1 (satu) periode /Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Akuntabilitas
Kinerja.

Selanjutnya kami mengharapkan LAKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun
2019 ini dapat memiliki nilai positif sesuai dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019
dalam rangka meningkatkan Profesionalisme APIP juga terwujudnya penerapan SPIP
serta SAKIP,

LAKIP ini dapat menjadi gambaran keberhasilan tercapainya arah kebijakan
pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah tahun 2019 yangi merupakan tahun ke II dari pelaksanaan Akuntabilitas
Kinerja SKPD pada RPIJMD 2017-2022.

Serang, Januari 2020

Provinsi Banten

~
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BAB. 1
PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 merupakan
pelaksanaan program kegiatan tahap ke Il terhadap Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang di implementasikan
pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk
mengukur hasil kinerja SKPD Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah
satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari Good
Governance bagi sefiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada sefiap akhir tahun anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi
pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban ferhadap keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan fransparan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui
dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja
dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam
evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap

tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Tata kepemerintahan yang baik (good governarice) memiliki 3 landasan utama yaitu:
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan
kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya Good Governance merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan
dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban vyang tepat, jelas, terukur dan Jegitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip Good Governance dapat diupayakan
diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran
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salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politk maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya
aktivitas usaha.

Oleh karena itu Inspektorat Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat
keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi
Inspekiorat Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten,

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4,  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

6.  Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN} Rl Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

11.  Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 49);

12.  Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/152-SK.PPKD/XI1/2018 tentang Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019

13.  Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggran 2018 Nomor :40)

14.  Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan
Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banien Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 33);

15. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/196-SK.PPKD/I/2018 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Banten kepada masyarakat melalui Gubernur
Banten atas pelaksanaan dan kinerja dari kegiataan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama
kurun waktu satu tahun. Sementara tujuan dari penyusunan laporan ini sendiri adalah sebagai
bahan pendukung bagi penyusunan laporan Gubernur baik berupa LKPJ Gubemur maupun
LAKIP Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2019 Disamping itu maksud dan tujuannya
adalah :

A —
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1.4

a. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Instansi dalam penyusunan laporan akhir atau
tahunan;

b. Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang
pengawasan di Provinsi Banten;

¢. Sebagai instrumen alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan
bidang pengawasan pada tahun 2019.

TUGAS POKOK DAN FUNGS!

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi
Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas
Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Provinsi Banten, pada tahun 2012 mengalami perubahan dalam struktur
organisasi yang disesuaikan dengan terbentuknya beberapa jabatan fungsional maka dibentuk
kembali Struktur Organisasi Baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten

Untuk menjalankan tugas pokok dikeluarkan Peraturan Daerah baru yang lama Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgénisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Banten, pembentukan Inspektorat Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,
Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perngkat Daerah Provinst Banten yang Baru Peraturan
Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi

Banten masuk dalam tipe A.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-
jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang

berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana.

Gambar 1 STRUKTUR ORGANSASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
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[nspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan
dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut : '

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk dafa base serta analisa data
untuk menyusun program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Provinsi;

¢..Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;

d. Penye]enggaraa'n urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;

e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pel'aporan penyelenggaraan
bidang pengawasan,;

f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Provinsi;

= @«

Pembinaan dan pelaksanaan fugas bidang pengawasan;

i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
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j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan

dilingkungan Pemerintah Daerah;

k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;

l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan
lembaga fainnya. '

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspekiforat secara jelas digambarkan

jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada

jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa

adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

1. INSPEKTUR

(1) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam menyelenggarakan
perumusan, penepatan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
tugas pokok bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintaah yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Inspektur
mempunyai rincian tugas sebagai berikut; -

a.  Merumuskan program kerja dilingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis
2017-2002 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai
rencana;

Membina bawahan d ilingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan
rapat/perfemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan,;
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Merumuskan kebijakan teknis dan fasilitas bidang pembinaan dan pengawasan,

f.  Menyelia dan Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan
pengawasan.

g. Merumuskan, Mengordinasikan, Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan dan Pengawasan.

h.  Merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

i.  Merumuskan pelaksanaan pengawasan unfuk tujuan fertentu atas penugasan dari
gubernur;

j- Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan.

Lakip Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 6

I ¢




k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan data

f. - Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat;

m. Melaksanakan tugas keinspektorat an lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

a. Sekretaris

b. Inspekiur Pembantu |;

¢.  Inspekiur Pembantu Il;

d. Inspektur Pembantu Iil;

e. InspekturPembantu IV;

f.  Jabatan Fungsional lainnya.

2. SEKRETARIS

(1)  Sekretaris mepunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan
perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoorinspektorat ikan, monitoring,

: urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan.
o (2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Inspektorat;

b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;

¢. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan
tugas untuk pembinaan karir;

d. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

f.  Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan
kearsipan, kerumahfanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan,
dan efisiensi tatalaksana inspektorat ; '

g. Melaksanakan fugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinam, balk lisan
maupun tertulis.

(3)  Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.
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a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok membantu Sekretris
dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi
kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Inspekforat.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

a. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Menyelia dan memberikan petujuk pelaksanaan tugas pada bawahan,
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; |

¢. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;

d. Melaksanakan administrasi ketatausahaan inspektorat ;

e. Melaksanakan urusan rumah tangga inspekiorat ;

f.  Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputusan;

g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang inspektorat ;

h. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset inpektorat ;

I, Melaksanakan pembinaan dan manajemenkepegawaian  lingkup
inspekiorat ; '

j.  Melaksanakan fungsi kehumasa:

k. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;

Melaksanakan keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan
maupun tulisan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan
anggaran, pembukaan, verifikasi, dan perbendaharaan Inspektorat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Keuangan memepunyai rincian tugas sebagai berikut:

¢.  Menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;

d. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

e. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;

f.  Menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan inspektorat;
g. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja anggaran, dan
belanja inspektorat;
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h. Mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja
inspektorat dari suber APBD maupun APBN;

Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan inspekiorat;

Menyusun faporan keuangan inspektorat ;

Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
I.  Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.

_7\_'._'" -

¢. Kepala Sub Bagian Perencanaan

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi membantu Sekretaris
dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan
pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

a.  Menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi, dan
pelaporan; _

b. Menyelia dan memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan perafuran dan prosedur yang berlaku;

c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam
, pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;

. - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan;

e. Melaksanakan penyusunan statistik hasii pengawasan;
Melaksanakan penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Inspektorat
Daerah

g. Melaksanakan penyiapan rancangan produk hukum bidang
pengawasan internal;

h. Melaksanakan penyusunan bahan prumahan dan penetapan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;

i.  Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
Perencanaan;

j. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan penghimpun
tindak lanjut pengawasan,

k. Pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;

. Pelaksanaan koordinasi bahan penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah;

m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan
internal.

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelporan program
dankegiatan inspekiorat ;

0. Melaksanakan fasilitas program dan kegiatan dari perintah pusat
untik provinsi dan kabupaten/kota;
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p. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi inspekforat ;

q. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya;

r.  Melaksanakan tugas keinspekioratan lain yang diberikan pimpinan,
baik lisan maupun tulisan.

A. Inspektur Pembantu !

Inspektur Pembantu | mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhédap Perangkat Daerah
Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Inspektur Pembantu | mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1} Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspekiur Pembantu |
berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2)  Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu |
sesual dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3)  Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur
Pembantu | sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4)  Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

§)  Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur
Pembantu |; ‘

6)  Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan intemal di bidang
perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil,
belanja bunga dan belanja subsidi;

7)  Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui
auditpemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/moniforing dan kegiatan
pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang

perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil,
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belanja bunga dan belanja subsidi;

8)  Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan
internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan,
belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;

9)  Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengendalian
pengawasan infernal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan,
pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;

10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang bidang
perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil,
belanja bunga dan belanja subsidi dengan unit kerja ferkait;

11)  Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang
perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanjé bagi hasil,
belanja bunga dan belanja subsidi; |

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu |
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu | sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja;

14)  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

B. Inspektur Pemabntu I
Inspektur Pembantu Il mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah
Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Inspektur Pembantu limempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspekiur Pembantu |lberdasarkan

program kerja Inspektoratserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
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pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan inspekfur Pembantu |
sesual dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efekiif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur
Pembantu llsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur
Pembantu 1I; ' ‘
Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang
pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai
langsung dan pengelolaan aset tetap;

Menyelenggarakan pengawasan interal pengawasan melalui audit/pemeriksaan,
revit, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya
berupa sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa,
belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset
tetap;

Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan
internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya,
belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;

Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengendalian
pengawasan intemal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan
penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di  bidang
pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai
langsung dan pengelolaan aset tetap; '

11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang

pengadaan barang dan jasa, belanja medal dan penunjannya, belanja pegawai
langsung dan pengelolaan aset tetap;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu

fldengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas

m
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yang felah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu [l sesuai dengan
tfugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja ; 7

14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

C. Inspektur Pembantu Il

Inspektur Pembantu Ill mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah
Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur
Pembantu llimempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu il
berdasarkan program kerja inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas; |

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan inspektur Pembantu l|
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan InSpektur
Pembantu il sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur
Pembantu 1ll;

8) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang belanja
barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
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7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan,
reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya
berupa sistem pengendalian intern di bidang barang jasa non belanja modal,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja banfuan keuangan, belanja
pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga; '

8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis penhgawasan
internal di bidangbarang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bantuan keuangan, belania pegawai tidak langsung dan belanja
tak terduga;

9) Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengehdalian
pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak
langsung dan belanja tak terduga; -

10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang barang
jasa non belanja modal, belanja hibah, befanja bantuan sosial, belanja bantuan
keuangan, belanja pegawai fidak langsung dan belanja tak terduga;

11} Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang barang
jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan
keuangan, belanja pegawai -tidak langsung dan belanja tak terduga;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspekiur Pembantu {lI
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Il sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja ;

14) Melaksanakan fugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.

D. Inspektur Pembantu |V :

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam

melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal ferhadap Perangkat Daerah
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Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur
Pembantu IVmempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu IV
berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspekiur

| Pembantu IV sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang beriaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

9) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur
Pembantu IV,

6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal i
bidangperencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan
minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi
urusan pemerintahan daerah,  pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan
kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah:;

7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui auditipemeriksaan,
reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya
berupa sistem pengendalian intern pemerintah di bidang perencanaan
pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan
administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan
daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
pelaksanaan dekonsentrasi provinsi  dan tugas  pembantuan
kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan

W
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pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;

8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan
internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar
pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan
substansi urusan pemeriniahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, pélaksanaan dekonsentrasi provinsi dan fugas
pembantuan  kabupatenfkota/desa,  pelaksanaan akuntabilitas/kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;

9) Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengendalian
pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan
standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan
daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi pfovinsi dan
tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;

10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang
perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal,
pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan
pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan
kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah; _

11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang
perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pélayanan minimal,
pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan
pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan
kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian da'erah;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;
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13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu |V sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; ,

14) Melaksanakan tugas kedinasaniain yang diperintahkan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.

1.5  KETATALAKSANAAN

151 SUMBER DAYA APARATUR
Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola
lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan haf yang sangat diperlukan. Baik
atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia
yang ada didalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai
unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
dimilikinya, Inspektorat Provinsi Banten saat ini didukung oleh personil-personil Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan
formal. Selain itu, Inspektorat juga memiliki Tenaga Honorer yang membantu kelancaran
pelaksanaan tugas dan kegiatan personil-personil Pegawai Negeri Sipil dalam mencapai

tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Insp.ektorét”
Provinsi Banten terdistribusi menurut Inspekiur Pembantu Wilayah (Irbanwil) dan
Kesekretariatan. Pada tahun 2019, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah
sebanyak 135 orang, terdiri dari 111 orang PNS dan 24 orang tenaga honorer. Untuk lebih
jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat Provinsi Banten menurut status dan
golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provinsi Banten
Menurut Status dan Golongan Tahun 2019

1. | Pegawai Negeri Sipil A3 87 9 2 1
2. | Tenaga Honarer - - - - 24

3. | Tenaga Kerja Sementara - - - - -
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Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan
tingkat golongan | berjumlah 2 orang, Gol Il berjumiah 5 orang , Gol. Il berjumlah 88 orang dan Gol.
IV 16 orang. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh
kapasitas pegawai bidang pengawasan dan bersertifikat JFA (Jabatan Fungsional Auditor berjumiah
66 orang, P2UPD berjumiah 27 orang dan Audiwan berjumlah 3 orang) jadi berjumlah 96 orang. |

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2019 aparat berstatus Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir Pasca sarjana (S2) berjumiah 47 orang dan Sarjana
(S1) berjumlah 55 orang, Diploma berjumlah 6 orang, SLTA berjumlah 2 orang, SLTP berjumlah 1
orang Total Pegawai berjumlah 111 orang cukup dominan.

Tabel2  Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provingi Banten
Menurut Pendidikan Tahun 2019

Komposisi Jabatan Tingkat Pendidikan Jumiah
S2 $1 D-1ll SMA sMp

Inspekiur 1 - - - 1
Sekretaris 1 - - - 1

” Irbanwil 3 - - - 3
Kepala Sub Bagian 2 - - 2
Auditor 28 35 5 - 66 -
P2UPD 14 13 - N
Auditor kepegawaian 1 2 - - 3

1. Peningkatan Kemampuan Pegawai

Dengan tingkat kemampuan serta fingkat kompetensi yang bak pada setiap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan mampu tercapai secara optimal, Untuk itu
diperlukan adanya suatu peningkatan kemampuan serta kompetensi baik secara administratif
maupun teknis secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan unfuk menopang hal tersebut
adalah dengan melakukan pengiriman atau penugasan pegawai unfuk mengikuti pendidikan
maupun pelatihan baik yang bersifat struktural, fungsional, administrasi maupun teknis seperti
Diklat Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah (P2UPD). Pada bulan oktober 2019 felah ujian Inpassing P2UPD sebanyak 15 orang
dan hasilnya telah lulus semua,

o —
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3. Kekosongan Jabatan Struktural

Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten terdapat beberapa Jabatan Struktural yang kosong pada

Eselon it yaitu Inspektur Pembantu Wilayah | sejak bulan April 2019 dan eselon IV kasubag Umum dan

Kepegawaian dinonaktifkan sementara pada bulan desember 2019, jabatan tersebut untuk Eselon 11l di Pit
oleh Sekretaris dan Eselon [V oleh Pit. A. Furgon, S.S0s,M.Si.

4, Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Pangkat :

Dalam tahun berjalan 2019 ada beberapa pegawai yang mendapatkan kenaikan pangat berjumlah

31 orang sebagai berikut ;

Lakip Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019

O W L R ORSK TANGGALSK |- GAIRPOROK | KET/PAK
il | 1 |Anad Yo, Ak Pbina (V) | PenbiaTKI(VE) | SUKEPTRBKDZOIG | LApil2019 | M0Maet20is | 4665000 [ 68957
2 |Anan M §.0s Posa(l) | PebTWIQIN) | SORERTRBKDANY | LAGI9 | 09Maw2li8 | 33506| 33568
3 _da Tbaedst, SE, Ak, MM Posa(l) | PoneTOl () | EOREPTRBKDAND | |A2019 | MMa 2B | 30483 34
4 [prapde o Suprs SEMSi [ PevaMuda Tk L ()] Pouda((e) | SISREPBEKDA0Y | 1Apd09 | MMara20iS | 3116500 30
5 [k Mouun, SSos,MSi[PenaabudaTh LQU)  Pewae) | SOKERTRBKOAOL | LAWANI9 | MMar20lt | 16| 2su
§ |AriDianBowaf, SEMS |Poaabite TR 1000 Pon(e) | SOKTRTRBKDAON | 14019 | 928 | 331500 272
7 Ishvia Mumawart, SE P Ml Th [ (D) Poa(le) | EOKERTRBKDA0N | LAGII0I9 | WMat 208 | 3020300| 2419
B RendraPrsets, SE Pora M () | PenaMota Tk () | SISKEPTBBKDADYY | 1Awi20l9 | 9Maar20iS | 2458700 163451
3 Yusup Faill, $5os PoaulaTh | (U0)]  Pensa(l) | EDKERIOBKDANY | 1AW | et | 3aM7| 25590
10 Noviyty, S5 PonataMuta Tk | (UK)|  Pensi(le) | 4ZRERALCBKOAOND | Lapd2nis | At | 3013m0| 211ax
11 |Neli Sukaar, S8 Port Mo (1) | PenstaMda'Th, [ CUB) | S5KEP.J-BKDADIS | 1apd20i9 | 1lliooy | sasuros| ossts
12 |Lemi rawan, 5, MSi Peua(ll) | P TWIQUA) | SHKEPMIBKDAN | 1apd20i9 | 1oty |- 3048300 3ta7s
13 [Rd AdiLesnama, §.Sos Poia () | PeaTkl(U0) | SKEPMIBKDAMY | fapri20i9 | N2ty | 33060 [ 307
4 {Hhsen Fadleh, S, MAK Pous TKIQU) | PenbioaVi) | SISREPSGBKDANG | [Aoc®9 | Shattl) | 37isam| o
15 {Ceoep eptane Pongrar T (06) | Perarabca (IUs) | SREPSGBRDANY | Laprionty | Shamanig | absTob| o
Otober | 1 |Agua D, T, MAK Panhio (V) | Pentisa TR (V)| S29REPMSBKDAN | T Ohtber2010 | 14 Okcher20t9 | 6066500 | 6306
1oyt SB, MM Pee TWi(l) | Penbina(1VA) | SKEPIGSBKDAMS | I Okoberdl9 | 773oeld | 3660|4313
3 oo, 88 Poe TRE() | Penbina(Ve) | S2VKEPMSBKDANY | | Okober 209 | 14Okcber20t9 | 3900500 [ 45508
4 Yavial Adva, .55 M Pola TeS (U8) | Penbina (V) | 929KEPMSBKDANI9 | 1 Oober 209 | 14 Okaber2009 | 4004400 | 43319
5 TuUdn Almad, $Kom, Ak | PenoaTkIIA) | Pambina(V) | SZSKEP2MSBKDANY | | Okiober20I9 | 16 Oktobr 2009 | 375000 3115
§ Atk Supyas, SIP, .S Poa () | PensaTkl () | MOKEPIBKDOIS | [0k X9 | ZMowl9 | 4Z950 | 46720
7[R Agti, 8505, M Pewa () | PenuaTkI(UIG) | MUKEPMSBKDADIS | 1 Chioker2019 | 140kcher20l9 | 3620800 303886
b {Ade Pemnk, AP, Ponga (I, | P Tkl ()| Y2VKER2MS-BKDA0IS | | Ohicher 2009 | 140kober 2019 | 3510100 | 3039
9 Rohmaya, 8. Penga (k) | Pewsa Ol (UK) | FZVKEPMSBKDADIO |  Okober 2019 | 14 Okober 009 | 3620900 416y
10 lom Aiyel, SARMS | oot Mida TRIQU)| Pt} | $Z9KEPUSBRDANS | | kiober 2019 | 14 0kinber 2019 | 3375300 | Z300H
1| |Altmad Rofman, S, M.AK | PondaMoca TRIQUD)| Pt ()| SZVKERMS-BKDANY | 1 Ohoker019 | 16 Otober 209 | 3172308 | 3534
12 Delen Wi, 2 Pouaa Mo TRI(UW) | Penia() | SZVRKEPUSEDANO | | Ohoher2019 | 16 0kober 209 | 3,70308 | 1559
13 |Batar Avang Zakarss, SF, M| Perla Muda Tk (IU8) | Pera (1) | STSREP.MSBKDANY | 1Okiober 209 | 14 Okiobr 2019 | 3704300 | 220258
14 [N Yu, S Pora Muda (L) | Pent Modo T (1) | SZ6KEP.245-BKDVANY | 1 Ohtcher 2619 | 16 Oktobr 2019 1 3,390 15247
15 {1 Rohwuli,SE, WA Perta Muta (1) | PonetaMuda TR (1) | BZIREPJES-BR0I9 | 1 Gioher 219 | 14 Okinter 2019 | 2950600 [ 2738
6. [N R i A 2 Pugtr TLL (1) | oo Mula ()| S8KEPGZBKDANY | | Oucker 2019 | 97orld | 283000 11939

L __ __ ___ _________________________ __ ]
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5. Pegawai yang mendapatkan masa akhir tugas (Pensiun)

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2015 ada 2 ( dua ) pegawai yang mendapatkan masa
akhir tugasnya (Pensiun} sebagai berikut :

No. Nama Pegawai Nip Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan
1 |H Azimirsyah P, SE, M.5i | 19580927 198408 1 001 Pembina UamaMuda | Pengawas Pemerintahan
{IVic) Madya
2 |H.Hidayat, SH, MH 19600820 199603 1 001 Pembina Tk.| (v/b) Fungsional Umum

6. Jabatan Fungsional yang mendapatkan kenaikan Jabatan

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ada beberapa Jabatan Fungsional Khusus
yang telah mendapatkan kenaikan Jabatan sebanyak 39 orang shb :

No| CNAMAC GOLONGAN +.- ‘NOMOR 5K TMTSK [ STANGGALSK' |~ TIABATANLAMA. - |7 %  JARATANBARD ~. 3
FUNGSIONAL | 1 {ACH. FURQON, 805, MSi Perrbiza ([V/e) 324/KEP.63-BKDA0I9 | 14 Februari 2019 | 14 Februari 2019 Fungsiong] Urern [Pengelola Kegiaton dan Arggzpan
UMUM. {Kelas Jabatan 6)
2 [EA ROBIAH, ST Pereta TicI (TL/d) S24/KEP 63BKDI2019 | 14 Februzri 2019 | 1 Februari 2019 Fungsional Umon Penyvsumi Rernara Keegiatan dn
Anggraran (Kglas Jabatan 7)
3 [AKHMAD YAML, 5E, M5i Penata (ILic) 824/KEP.63-BKD2019 | 14 Fobraari 2019 | 14 Februzri 2019 Fungsional Urem Penyuis Rercara Kegistandgn
| Anggaran{Eelas Jsbatan 7y
4 [CECEP SEPTIANA Penats Mada (T/n) 824/KEP 63-BKD/2019 | 14 Februazi 2018 | 14 Februari 2019 Fangsioml Uram Pevgelolz Barang Milik Negarh
(Kelas Jabatzn 6)
5 |ADE HENDARMAN Pengane Muda Tk [ (Tyh) S2/KEP63-BEDA2019 | 14 Februari 2013 | 14 Februari 2019 Fungsional U Pengelola Gaji (Kelas Jabatanls)
6 [Th. FAHRUL SUHANDINATA Pergatur Muda TiI (Efh) S24/KEP63-BKD/201$ | M Februzri 2019 | 14 Felmuari 2019 Fungsioral Uraam Pengudrimistasian Umm (Kdas
Jabatan 5}
7_RUSDI Turu dcla T (1) 824/KEP63-BKD/2019 | 14 Febreri 2019 | 14 Febouari 2013 Funggioral Unm Pramy Bakdi (Kelas Jabatan 1|
: 3 |ARISAND] Juru ucta Th1 (Uh) 824/KEP 63-BKDI2019 | i4 Febnuari 2019 | 14 Februari 2019 Fusional U Prasu Bakti (Kelas Jabazan )
-
FUNGSIONAL | 1 IROHYAT], SF, M Perety ThI(/d) | 21898 [ 821/KEP.35-BKDA0I9 | 3 Janensi2010 | 3 Jarueri 2019 | Pergawas Pomeriniahan Muia
PILFD 2 [RINDRA SE Perenn ThI(d) | 41383 | 821/KEP35-BKDA0I9 | 3 Jancasi2019 | 3 Janueri 2019 | Perwawas Pemerinahan Moda
3_|Hj. EMUT MUTIAE, SE, MS: Penaia Thol (TId) 359 | 821 4KEP.IA-BKD/2019 | | Febneri2019 | 3 Jamari 2019 Fungsioral Unan
4 |MEXE KURNIAWATL, SE Perata k[ (H1/d 309 | 821.%/KEP.I4-BKD/2019 | { Febreri 2019 | 3 Jauari 2019 Fumzsional Uinen
5 _|PIPIT PUSFITA GANDASARL S [P Perala Tk1 (T1/d) 300 | 821.0/KEP 14 BKIV2019 | | Februari 2019 | 3 Jarwmri 2019 Fungsional Uman
6 [SANDY MAHESA JUMHANA § 1P Perala (I) 290 | $91.2/KEP.14-BKIV2019 | | Febrori 2019 | 3 Jarwaari 2019 Fungsional U
7_|BOY RONI RISNANDI SE. Ak Perata (IT/c) 285 | 821 UKEP.14-BKIV2019 | | Februori 2019 | 3 Jarmari 2019 Furgsional Umm
8 [PRISDA YUSLIANA SH, MSi Perata (Ifc) 264 | 821.2/KEP.)4- BKIV2019 { | Februari 2019 | 3 Jarcari 2019 Fangsional U
% _|RIA FARIANI, SE, M.Si Perata (i) 264 | 821.0KEP. [4-BKDY2019 | | Februari 2019 | 3 Jancari 2019 Pumgsiorat Uragm;
10 {YTYIS ASIYARE, 8T MSi Perata (I/e) 264 821 VKEP. |4-BKLY2019 | 1 Febnuari 2019 | 3 Janari 2019 Fungsional Urum
[ 11 |FERI SUYATNO, .M, MKes Peraia (illic) 264 | 821 2/KEP.14-BKD/019 | 1 Felruari 2019 | 3 Jareari 2018 Fungsional U, P
12 [AGUS AAN SUHANDA. SE Perata {[Ic) 264 | 821.KEP.14BKDAO1S | | Febrvari 2019 | 3 Jameri 2018 Fungsiona) U Pergavas Pereringin M
13 |MUEIBRUDIN, 5 1P Perta {ITl) 214 | 8212/KEP12.BKOV2019 | 1 Februari 2019 )3 Janumri 20019 Fungsioral Uram
14_|NASRULLAN, SE, Ak Perata {ic) 200__| 821.0KEP. 14-BKD/2019 | | Febriari 2019 | 3 Jangari 2019 Fungsiom] U
15| DADAN DARMAWAN, SE Pensa Mide Tk [(IV6} | 178 | 821 2/KEP. [4-BKDV2019 | | Fobruari 2019 | 3 Janueri 2019 Furysional Urary Pengavas Pemerintahan Pertdyna
[ 16_|DEDE WAHYUDIN, SE, MM Perate Misda Tl ([} | 168 | 821 /KEP.14-BKIN2019 | | Februari 2018 | 3 Jameari 2013 Funggional Uinurn 7
17 |LITAWATL, 56 Perate Muda Tk [(IUD} | 154 | 897 %/KEP.14-BKIN2019 | | Februari 2015 {3 Jamari 2019 Furasiona] Ugn
13_|MOON MARKO, §.So Penata Mudy () 100 | 821 /KEP.J4-BKIVZ0LS | | Februari 2018 | 3 Jamuri 2019 Fungsiora) Uinm
19_{Hi, ARLIN MEGA YHUVITA, SE. MM | Penatn Mvda Tk (I05) | 452,55 {521, 20KEP 176-BKDA0I9] 14 Amishis2019 | 34 2019 | Pengaveas Pernerinizhan Pertara
FUNGSIONAL | | |YANRIZAL ADHA, .50, MSi Pensia TR/} | 468,116 | 8212/KEP-32-BKI¥2019 | 30 Jamari 2019 | 30 Jerwari 2059 Auditor Mada
AUDITOR 45 AT UDIN AHMAD, 8 Kam, MAK Perotn T (IEA) | 464699 | 521 2KER32-BKDNA0N | 30 Jarusri 2019 | 30 Jamwar 2019 ‘uditor Mela
3 |SURIRMAN, § Fd, M.Pd Pembira (TVfa) 207860 [821 AKEP. 144 BKDENG | 120w 2019 | 12 S 2019 Auditor Pestama
4 IGAHARA,SIP Perain (V) 206743 | UKEPIMCBKDA0D| 120wi2019 | 12 T 2019 Auditor Pertema
5 |IMAN ATQIYYADI, SAP, MSi Perats Muda TRI (M) | 225496 |21 /KEP.144-BKDAO1S| 127wi 2019 | 12 Do 2019 Auditor Periana Auritor Musdn
6 [AKHMAD ROHMAN, SH, M Ak Perata Muda Tk (IUb) | 281,723 {821 2/KEP.I44-BEDI019} 12w 2019 | 12 b 2019 Auditor Pertama Aucfitor Mindg
7 [BAHTIAR AWANG ZAKARCSA, SH, MH | Permta Mida Tk1(0Ib) | 250,850 |8212/KEP.144-BKD/2019} 12 fund 2019 12 hud 2019 Auditor Pertama Anditor Muda
8 [DEDEN WIRDIANA, SH Perata Muda TRI{IVE) | 211,578 |821.2/KEP.I4-BKD/Z015]  120ui 2008 | 12 hem 2005 Auditor Pertara Auilor Muda
¢ |ACHMAD MUCHLIS, 8.AP Pengatur Tk [ (1) 132,531 |821.2/KEP.143-BKD/2019 | 12 Juni 2019 12 Jimi 20i9 Auditor Pelaksanz Anditor Pertemg
10 {NITA RATNA SITI AMINAIL, SE Pengatur Tkl (Td) 13365} | 82L.2/KEP.J43-BKDR01S | 12 Jumi 201% 12 Jund 2019 Auwditor Pelaksars Auditor Periarsa
11 [SANDIKA JAYA, ST, MAK Peran TRI(HUG) | 308808 |821 VKEP212-BKDV0I9|  10-Sep-19 10-8ep-19 Auditor Moda Audikor Madya
12 [MEDA YULIANTI, SE, M A¥, Ak Peraa TkI(MUd) | 402594 [4210KEP212-BRDA019|  10-8ep-1® 10-8ep-19 Audilor Muda AuBior Madya

M
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7. Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ada beberapa pegawai yang mehdapatkan
kenaikan Gaji Berkala sebanyak 51 orang shb :

BULAM £MO. FIAMA G “ROKGE - TGLKGE CCOTMINGE T T MKG ] GRILPOKCK .

Jarari 1 |Yanrizal Adts, 5505, MSi Ol/d 1822 3/1058 -Inspeidorat2018 | 4 Desember 3018 | 01 Jamari 2019 {18 Tzhm 00 Bulan 3.677.300

2 [Nowvi Junaidi, 5P b 1822.3/1069 -Iospeitoratd 018 | 4 Desember 2018 | 01 Jamuowd 2019 {12 Taten 00 Beian 3.084.200

3 [Neli Sukasaei, SE Oe (82231070 -lospektoray2918 | 4 Desember 2018 | 01 Jampri 2019 {08 Tahm 00 Bulan 2.781.100

Felxuag i {Fatoni. SE MSi A 1822.3/1155-Inspakcterat2018 |31 Desember 2018 [ 01 Fabnuwan 2019 (14 Talun 00 Bulan 3.456 200
2 {D¥nda Sundara 8. Ses, MSi I 1$32.3/1156 Inspdddorat2018 131 Desember 2018 | 07 Febrar 2019 {12 Tahun 00 Bulan 3350.800

3 |Ida Aibaedah SE. MM, Ak dit 182231157 Eospeldorat?018 131 Desember 2013 | 01 Fetwvan 2019 {10 Tataws 60 Bulan 3.116.500

4 [Lerni Trawand, 8E MG T4 152230013 Inspctorat3019 9 Jamprs 2919 01 Febngan 2019 110 Taln{0 Bulan 3.118.500

3 |Rahu Svafitri Mubavati. SE e {§23.3/1158 Inspatorat2018 3] Desember 2018 | 01 Fabruad 2010 |10 Tahun 00 Buan 3.116 500

§_|Amcsalim SE Mt 182234 158 Tompeldorat20 (8 |31 Desember 2018 | 0F Feprae 2019 |10 Tah»00 Bdan 2990000

7 Edk Maiama 58505 MY {822 V1160-Impektorat}018 |31 Desember 2018 | 01 Februad 2019 130 Tahun {0 Bulan 2.990.000

3 {Prawda Bko Sapuiva, SE, MG N {822.3/116 1. Inspeltoratd018 {31 Desember 2018 | 01 Fetrind 2018 10 Tatan 00 Buan 2.0006.000

9 Yol Ero Qodvivai SE b 1832 3/ 160-Inpaktorat2018 |31 Desember 2018 | 01 Fabruan 2019 108 Tatew1 00 Bulan 2.893.700

10 |Rini Octeriand. 82 LY {822,341 163-Inspeltorat2018 |31 Desember 2018 ] 01 Febrned 2019 308 Tahn 00 Bulan 2808700

11 |Actmad Muchis A Md 7d 832271 164 Tmpektorat2018 |31 Desember 2018 | 01 Februan 2019 13 Tatun 00 Buan| 2.668200

12 |Ade Hendarman b {822.2/1165-Inspelterat2018 |31 Desember 2018 ] 01 Februan 2019 17 Tafan 00 Bulan 2.613 200

Maret i [Des. E Kusmasadi, M Si V/c 1822.4/102-BKDAMHY 28 Jarew 2019 1 Moaret 2619 30 Tahn 00 Bulan 3.015.400

2 [Dws Ded Madama MSI T¥h [822.4103.BXDA2019 28 Jarzmn 2019 1 Maret 2019 2§ Tahun 00 Bulan §.865.000

Apeif i [Submmm SH.5.I® U (822370135 Inspdnoray019 01 Maret 2019 01 Aprid 2018 |14 Tahn 09 Buan 3.181.300

2 [Armad Yanoi, §. 505 M.Si flle |822.3/013 1-Inspektorar2019 01 Maret 2019 01 Aprll 2018 114 Tahun (00 Buan 3315900

3_|Mhdammad Sulcty. 3P M8 e {832.3/013% Inspetorat?019 01 Marep2012 01 Apeil 2018 |13 Tahn (0 Buan 3214.700

4 |Roni Maherari, SE. MS( Oie |82}.3/0136 Inspaterat2019 Q1 Marat 2019 01 April 2010 112 Taln{0 Buan 3214700

3 [Balfiar Awang Tabarosa SH Mt 1822.5/0140 Inspectorair?d 19 01 Maret 2019 91 April 2019 103 Tahun 00 Bulan 2.398.700

6 1akbmad Rotman, SH b 1822.3013%-Inspederat 2013 0] Maret 2019 01 April 2019 {02 Tabon 00 Bulan 2898700

M 1 [VeraMar Havat, 8.80s, MS{ M 3832.3/0179 Inspdtorat 19 8 Mei 1019 0f M+ 2019 2 Tatun 00 Bdan 3375300

Agusius 1 {Rr. Ergoar Yudiarsi, S Kom b {522,339 Inspekiorat 2019 17 Jond 2019 1 Apwue 2019 413 Taha00 Bulan 3.IH3W

2 _[Tila Rosita, SE L 1822.3/400-Imspeltorai2 019 17 Runs 2019 I Agushus 2019 {18 Tahn(0 Bulan 3.554.000

3 |Fipithuspita G andasar, 8.8 OTd {837, 5/508-Tovpeiktorat 2019 17 Jul 2019 | Agmbms2019 1§ Talin 00 Bdan 3.861.000

[Segtember | | |Diciy Hardana,  Sos, MSi Vb

1 |Th Abdd Gani, SE., MSi e |822.3/500-Tnspektonat 2019 17 Jui 2019 1 September 2619 |18 Tahn 00 Buan 304300

3 |Deden Wirdiaca, SH b 822,343 10-Inspekiorat2019 17 Ja3 2019 1 Septesnber2019 |18 Tatan (0 Bulan 3.554.000

Oktober 1 [VuarFamhillah SSos e {822 L606-Imspekioat 2019 2 Arusos 2019 i Clrober 2019 |14 Tahn 00 Bulan 3.481.600
November | 1 |Tivis Asvah ST MS Tic {832,377 17 - Inspeiciorat2019 0-8ep-19 91 November 2019 |13 Tabaxs 00 Bulan 3.704 300,

Desember | | |HusenFadilah SE Via

2 |Dha Roihah ST I {803 53/7198-Irspekforatr2010 39 Chtobes 2089 | 1 Desember 2019 |15 Tahn00 Buan 3.861.000

3 [Tag Udin Abmad SKom. MAE M 18133797 Inspekiorz 014 28 Chitober 2019 1 Desember 2003 116 Tahin 00 Bulzn 3.743.100

4 |Sandika Jaa §T., MAL T4 1823 37798 Jnspekdoat2019 29 Ohdober 2019 1 Desember 2012 16 Tahun 00 Bulan 3.743.100

5 [Meda Yuliarts, SE. M Ak 4 1822.3/795-Inspektorat2019 20 Cltober 2019 1 Desember X016 {16 Tahun 00 Bulan 3.743.100

€ |Hashi Asdig, $Kom M 1323.3/803 Trapektoray2019 20 Chtober 2049 | 1 Dasember 2019 |16 Talun 00 Bulan 3.591200

-7 JEuisRackmawat, $80s M A Mt 1821.3/792 Inspektormt201§ 28 Chtober 2019 ] Desember 3012 14 Tahun 00 Buan 3581200

3 |Herman Susifo, .30 e 1822 E04.Inspakiray2019 29 Cirtober 2018 1Desember 2019 |i6 Tahn00 Bulan 3,501 200

9 [Ria Fadari S8 M & Mi'e SH.}'SW-B_EQekmmﬁQm? 29 Cifober 2019 | 1Desember 2049 |16 Tahan 00 Bulan 3.501 300

10 [Prisda Yusliana SE MSi Mt 1822379 Inspelipi2018 29 Cidober 2019 | I Dasember 2019 |16 Tabun 00 Bulan 3591200

11 hdibbudin 8. [P e 1822, 3/809-[aspektoray 2018 20 Clober 2019 | 3 Desember2019 |16 Tzlam00 Bifan 3.501200

12 |Eida Suprizta, .55 M.Si W 182227798 Tnopeiorat2009 | 29 Oktober 2019 | & Desember 201918 Tabun 00 Befan 1391200

13 [Rini Agetiara 8 805, MSi I 1822, V800 Iovpeboat2010 | 20 Qytober 2010 | 8 Desember 2019 116 Talen 00 Bulan 3301300

14 |Gatara, §.IP M {822 379 Inpekiorat/ 2019 29Qiobec 2010 | [ Dassmber 2010 18 Tathun 00 Bulan 3704 300

15 | Asri Pian Bkawat, SE. M.Si I 1322.3/30  Jowpekiomt2019 | 20 Oktober3019 | | Desember 2019 116 Tahn 00 Buian 3591200

16 |Feny Setiawati, SPding, MSi Olb |822,.3/803-Tnspeldorat2012 29 Cltober 2019 | Desember 2019 116 Tahun 00 Bulan 3445500

17 |Dede Watmudin, SE, MM Iob 1832 3/506-Inspektorati2 019 29 Otober 2019 | | Desamber 2019 |16 Tabun 00 Bulan 3445500

18 [¥udf Ermarte, AMd TIh {822.37807-Inspeldorat D13 5 Oiober 2019 | 1 Desember 2019 |16 Talin 0 Bulan 3,445,500

M §22.3/805-Inspeltorat2019 29 Qutober 2018 | 1Desember 2018 |12 Tahn (9 Bulan 3.106 900

19 [Cecep Septiam
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Pada tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten sebelum penambahan tenaga
fungsional khusus maupun umum total PNS berjumlah 111 orang terdiri dari 96 orang
tenaga fungsional khusus dan 7 orang tenaga fungsional umum dalam perjalanan tahun
belum adanya penambahan pegawai sampai dengan Desember 2019 Auditor Inspekiorat
Provinsi Banten berjumlah 66 orang, sedangkan P2UPD ada tambahan berjumlah 16

orang dan Auditor kepegawaian tetap tidak ada tambahan berjumlah 3 Orang dengan

rincian seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.3

Nama dan Jenjang Auditor dan P2UPD serta Audiwan
s.d. Tahun 2019

A. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

. Pangkat/ Gol.
No. Nama Pegawai NIP Ruang Jabatan
1| Ahmad Yani, Ak 19657007 198603 1 | Pembina (IV/a) | Auditor Madya |
001
2 | R. Sanny Maryudi, ST, 19691216 200212 | Pembina (iV/a) | Auditor Madya
MT 1001 ‘
3 | H. Rudy Suntoro, SKp, | 19670720 199303 1 | Pembina (IV/a) | Auditor Muda
M.Kes 006
4 | Sandika Jaya, ST, M.Ak 19750821 200112 Penata Tk.| | Auditor Muda
1003 (lifdy
5 | Meda Yuiianti, SE, M.Ak 19800724 200112 Penata Tk.| Auditor Muda
2001 {Ill/d)
6 | Yanrizal Adha, S.Sos, 19740619 199901 Penata Tk.[ | Auditor Muda
M.Si 1001 (li/d)
7 | Taqi Udin Ahmad, 19780403 200112 Penata Tk.| Auditor Muda
S.Kom, M.Ak 1005 {I/d)
8 | Muhamad Qusyairi, ST | 19730412 200604 1 Penata Tk.| Auditor Muda
003 (M)
8 | Rini Agustiana, S.Sos, 19790827 200112 Penata (lilic) | Auditor Muda
M.Si 2001

m
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10 | Hasbi Asidigi, S.Kom 19760621 200112 | Penata (llifc) | Auditor Muda
1005 ‘
11 | Rd. Adi Lesmana, S.50s 19820111 200112 Penata (lll/c) | Auditor Muda
1002
12 | Lenni lrawani, SE 19810531 2009022 | Penata(llifc) | Auditor Muda
001
13 | Ida Jubaedah, SE, Ak., 19860918 200902 | Penata (lli/c) | Auditor Muda
MM 2001
14 | Ade Supriyatna, S.IP, 19651218 198911 Penata (lil/c) | Auditor Muda
M.Si 1001
15 | Hj. Ida Ruaida, S.Sos, 19740117 2001122 | Penata (llifc) | Auditor Muda
M.Si 002
16 | Aman Ma'ruf, S.Sos 19820705 200112 Penata (lll/c) | Auditor Muda
1002
17 | Vera Nur Hayati, $.S0s, 19820214 200801 Penata {lll/c) | Auditor Muda
M.Si 2006
18 | Hj. Ratu Syafitri 19800101 200902 Penata (lll/c) | Auditor Muda
Muhayati, SE 2 001
19 | Tb. Abdul Gani, SE, MM | 19741214 200112 | Penata(lllic) | Auditor Muda
1003
20 | Ade Permanik, S.AP, 19771022 200604 | Penata (lll/c) | Auditor Muda
MM 1 007
21 | Ahmad Yani, S.Sos, 19710930 200212 | Penata (lll’c) | Auditor Muda
M.Si 1006
22 | Noviyanto, SE 19830716 201001 Penata Muda | Auditor Muda
1008 Tk.L{llI/b}
23 | Sylvia Nurmawanti, SE 19871031 201001 Penata Muda | Auditor Muda
2 001 Tk (II/b)
24 | Asri Dian Ekawati, SE, 19750002 200112 | Penata Muda | Auditor Muda
M.Si 2002 Tk.1 {IlI/b)
25 | Yusup Fatahillah, 3.S0s 19730905 200112 | Penata Muda | Auditor Muda
1004 Tk.I (lil/b)
26 | Prayuda Eko Sapuira, 19780924 200902 | Penata Muda | Auditor Muda
SE, M.Si 1001 Tk.i (Ili/b)

b .,
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27 ! Yodi Ero Qodriyat, SE 19860105 200902 | Penata Muda | Auditor Muda
1003 Tk.I (I1l/b)
28 | Erik Maulana, S.Sos, 19840531 2009021 | Penata Muda | Auditor Muda
M.Si 003 Tk.I (Hifb)
29 | Suhirman, S.Pd, M.Pd 19680810 199802 1 | Pembina (IV/a) | Auditor Pertama
005
30 | Hilmi Firdaus, S.So0s 19730728 2001121 Penata Tk.| Auditor Pertama
002 (Ill/d)
31 | Yeyet Hulyati, S.Ag 19770814 200112 2 Penata Tk.l | Auditor Pertama
002 (/)
32 | Dwy Astuti Siswandari, 19780316 200212 2 Penata Tk.| Auditor Pertama
S.Sos, MM 003 (li/d)
33 | Gahara, S.IP 19700311 200112 Penata (lll/c) | Auditor Pertama
1001
34 | Elda Supriatna, S.Sos, 19730626 2001121 | Penata (lll/c) | Auditor Pertama
M.Si 003
35 | Muhammad Sulchi, SP, 19721210 2002121 | Penata {llic) | Auditor Pertama
M.Si 003
36 | Mohamad Igbal, S.S0s i9751 104 2001121 | Penata (llif¢) | Auditor Pertama
005
37 | Euis Rachmawati, 19760916 2001122 | Penata (lll/c) | Auditor Pertama
S.S0s, MA. 001
38 | Rani Maharani, SE, M.Si | 19840108 2002122 | Penata (lll/c) | Auditor Pertama
003 '
39 | Herman Susilo, S.50s 19761010 200112 1 Penata (lll/c) | Auditor Pertama
006
40 | Lefi Pumama Lestari, SE | 19860405 201001 Penata Muda | Auditor Pertama
2004 Tk.1 {I1/h) '
41 | Rizki, SE 19820524 201001 Penata Muda | Auditor Pertama
1004 Tk.I {Ill/b)
42 | Agussalim, SE 19750615 200902 1 | Penata Muda | Auditor Pertama
001 Tk.I (lib)
43 | Deden Wirdiana, SH 19780510 200701 Penata Muda | Auditor Pertama
1010 Tk.I (ll/b)

- e __ 0000 e
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44 | Zakia Novitasari, SH 19791110 2001122 | Penata Muda | Auditor Pertama
002 Tk.I (HI/b)
45 | Novi Junaidi, SP 19770514 200901 1 | Penata Muda | Auditor Pertama'
007 Tk.I{Ill/b) '
46 | Mumu Muhajirin, SE 19800501 201001 Penata Muda | Audifor Pertama
1004 Tk.t {l/b)
47 | Ita Munawaroh, SH 19780727 2001122 | Penata Muda | Auditor Paertama
002 TK.1{IlIfb)
48 | Achmad Haelani, SE 19790417 2010011 | Penata Muda | Auditor Pertama
008 Tkl (1Ii/b}
49 | Iman Atgiyyadi, S.AP, 19750723 2001121 | Penata Muda | Auditor Pertama
M.Si 003 Tk.I {lil/b)
50 | Ahmad Rohman, SH 19860402 200604 Penata Muda | Auditor Pertama
1002 Tk.1 (iil/b)
51 | Rini Okforiani, SE 19741019 200902 Penata Muda | Auditor Pertama
2001 Tk.1 {17k}
52 | Feny Setiawati, 19800203 2001122 | Penata Muda | Auditor Pertama
S.Pd.Ing, M.Si 004 Tk.! (I1/b)
53 | Tita Rosita, SE 19740616 201001 Penata Muda | Auditor Pertama
2006 Tk (/)
54 | Bahtiar Awang 19660910 200604 | Penata Muda | Auditor Pertama
Zakarosa, SH 1002 Tk.1 (1li/b)
55 | Rendra Prasetya, SE 19750421 200604 1 | Penata Muda Auditor Pertama
008 (llifa)
56 | Neli Sukasari, SE 19881220 201101 | Penata Muda | Auditor Pertama
2001 (llifa)
57 | Nani Yuliani, SE 19730726 200604 2 | Penata Muda | Auditor Pertama
001 (1l/a)
58- | Ido Rehmanullah, SE 19860324 201001 Pengatur Tk.| | Auditor Pertama
1002 (ll/d) '
59 | Irfan Kurniawan, ST, MM | 19760812 200212 1 Penata Tk.| Auditor Pertama
008 (/)
60 | Fatoni, SE, M.Si 19700130 200502 1 Penata Tk.| Auditor Pertama
002 {ll/d)

M‘
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61 | Farid Wazdi, SE 18731206 200112 1 Penata Muda | Auditor Pertama
001 Tk.| (iI1/b)
82 | Oktafredi, A.Md 19711029 200212 Penata Muda | Auditor Pelaksana
1 005 Tk.I (fli/b) Lanjutan
63 | Yudi Emanto, A.Md 19721130 200112 1 Penata Muda | Auditor Pelaksana
003 Tk.I (lli/b)
64 | Achmad Muchlis, A.Md 18750717 200902 Pengatur Tk.| | Auditor Pelaksana
1001 (ll/d)
65 | Kotiah, AMd 19810705 201001 Pengatur Tk.l | Auditor Pelaksana
2008 (1l/d)
66 | Nita Ratna Siti Aminah, 19870623 2010012 | Pengatur Tk.] | Auditor Pelaksana
AMd 001 (/)

B. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN UMUM PEMERINTAH
DAERAH (P2UPD)

No. Nama Pegawai NIP

Drs. Dedi Maulana, M.Si 19611211 198903 1 009

Pangkat/ Gol. Ruan
Pembina Tk.! (IV/b)

2 | Agustia Duha, ST, M.Ak 19700815 200112 1 005 Pembina (1V/a)

Al
—_—

3 | Rohyati, SE, MM 19700703 200112 2002 Penata Tk.| (1il/d)
4 | R Indra, SE 19730718 200212 1 005 Penata Tk.| (fI/d)
5 | Dinda Sundara, S.S0s, M.Si 19831230 200502 1 001 Pénata Tk.| (lH/d)
6 | H. Al Maa'rif, S.IP 19630712 198904 1 007 Penata (llifc)

7 | Ira Rohmayanti, S.Sos 19820402 200112 2 001 Penata (lil/c)

8 | Rr. Enggar Yulianti, S.Kom 19730710 200701 2010 Penata!m:da Tk.l
9 | Hj. Arlin Mega Yhuvita, SE 19830225 200112 2 001 Penatzf\lmlljjzia Tk.l
10 | Ade Subhan, S.Sos 19710321 200112 1 004 Penat%mt;zzia Tk.I
11 | Shauwama Kusuma Dewi, SH | 19820810 200604 2 027 Penat{z[mtt:gia Tk.I
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12 | Hj Emut Muftiah,SE,M.Si 19781028 2002122008 Penata Tk.I (lil/d)
13 | Mieke Kurniawati,SE 19730512 2001122003 Penata Tk.| {lll/d)
14 | Pipit Puspita Gandasari, S.IP 19760731 2006042016 Penata Tk.| {lll/d)
15 ge;ndy Mahaesa Jumhana, 19830302 20021210086 Penata (llifc)
16 PJ"isPda Yusliana, SH,M.Si 19690327 2001122003 Penata (lll/c)
17 | Yiyis Asiyah, ST M.Si 19741118 2007012008 Penata (lll/c)
18 | Feri Suyatno, S,KM, M.Kes 19770107 2001121004 Penata (llifc)
19 | Agus Aan Suhanda, SE 19770506 20011210086 Penata (lll/c)
20 | Ria fariani, SE, M.Si 19740302 2001122004 Penata (llifc)
21 | Muhibbudin, S.IP 19730518 2001121006 Penata (lll/c)
22 | Boy Roni Risnandi, SE,Ak 19821213 2010011007 Penata (lilfc)
23 | Nasrullah, SE.Ak 19840305 2002121004 Penata (lllic)
24 | Dadan Darmawan, SE 19770703 2005011009 Penata“I\l/‘i’gda Tkl
25 | Dede Wahyudin, SE, MM 19640602 2007011006 Penat%mtlal)da Tk.l
26 | Litawati, SE 19760311 2009022001 Penata(l Muiia Tk.|
27 | Moon Marko, S.Sos 19780328 2010011001 Penata(lt/lllitc)i)a (IN/a)

C. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

No.| . Nama Pegawai NIP Pangkat! Gol. Ruang Jabatan

f IR L IR 5o
1 Sunarto, 5.508 19710307 198601 1 001 Penata(Illic)  |Auditor Kepagawaian Muda

2 |Suharmanta, SK, SIP 19670111 200112 1002 | Penata Muda Tk.I (Hi/b) |Audtor Kepegawaian Perama
3 |indra Suprianto, SH 19750024 201001 1003 |  Penata Muda {lllfa)  |Auditor Kepegawaian Pertama

L .. Tt
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1.5.9 Tata Surat Menyurat
Informasi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan suatu

struktur organisasi, maka penggunaan informasi menjadi suatu tolok ukur dari keberhasilan
suatu organisasi.

Pada tahun 2019 besarnya arus informasi dapat terlihat pada besamya kuantitas
surat yang masuk ataupun keluar dari atau ke Inspektorat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
melalui tabel berikut; : '

Tabel 4 Jumiah Surat Masuk dan Keluar Tahun 2019

A. SURAT MASUK 4.406

B. SURAT KELUAR 1.507
. SPT 892
- Surat Keputusan 4

1.5.10 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor

Pelaksanaan. pekerjaan dan tugas rutin suatu organisasi, pemenuhan kebutuhan
terhadap sarana dan prasarana ketja sangatlah penting. Penyediaan dan pemeliharaan
terhadap gedung, alat dan peralatan tetap dilaksanakan guna mendukung operasional dan
aktivitas kantor sehari-hari. Tahun 2019 telah dilaksanakannya Rehab Total Gedung dan
Halaman kantor terdiri dari Ruang Rapat Aula Paripurna, Ruang TPTGR, Ruang makan Aula
Paripuma, Ruang Kerja Inspektur , Ruang Kerja Sekretaris. Ruang Kerja Para Inspektur
Pembantu I, I, llE dan 1V dan Para Ruang kerja Para kaéubag, Ruang Mushola, Ruang kamar
mandi, Ruang Loby, Ruang Rapat dan Ruang laihnya.

Tabel 5 Luas Tanah dan Bangunan Inspektorat Provinsi Banten

Luas
Bangunan

No. Uraian Luas Tanah

Lokasi/Alamat | Status

1. | Gedung Inspektorat 6260,56 m2 . 5.676 m2 KP3B MILIK

W
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Selain itu penataan halaman taman belakang Gedung yang cukup baik saat ini
Inspektorat terus berbenah diri agar lingkungan nyaman, aman dan asri sehingga dalam
melakukan aktivitas kerja aparatur menjadi nyaman dengan menempati gedung yang
dijadikan sebagai tempat pelaksanaan tugas dan segala aktivitas kantor sehari-hari, gedung
tersebut berstatus Milik Inspektorat Provinsi Banten.

Disamping itu, untuk mempermudah mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan,
inspektorat dilengkapi dengan fasilitas dan sarana transportasi. Saat ini Inspekiorat felah
memiliki 13 unit kendaraan roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat, di Tahun 2019 ada
penambahan kendaraan roda 4 maupun 2 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Daftar Sarana Inventarisasi Kendaraan Bermotor s.d. Tahun 2019

No Nama/ Jenis Barang Jumlah Kendaraan Satuan
ndarganRodad . i
1 Toyola Kijang Minibus 6 Unit
2 Toyota' Inova 1 Unit
3 | Toyota Altis 1 Unit
4 Fortunner 1 Unit
5 | Suzuki Minibus APV 1 Unit
6 Mitsubshi L 300 1 Unit
g 7 | Toyota Rush 1 Unit
8 Toyota Rush, seri G 5 Unit
9 | Toyota Losbak t Unit
1 Honda Win 10
2 | Honda PCX 14 Unit
3 Honda Bebek 2 Unit
4 | Honda Mega Pro 1 Unit

1.5.11 Inventarisasi Kekayaan Milik Daerzh

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi
Banten dengan didukung oleh berbagai peralatan dan perlengkapan ketja.yang cukup
baik serta sarana dan prasarana kantor merupakan inventaris kantor Inspektorat
Provinsi Banten yang berasal dari hasil pengadaan melalui pembiayaan APBD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang felah difambah pada tahun
sebelumnya.dapat dilihat daftar table pada lampiran.

1.6 SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspekiorat Provinsi

Banten Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut;
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EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
BABI| : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: Latar belakang, dasar hukum
pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat
tentang tugas dan fungsi instansi, formasi pegawai Inspektorat
Provinsi Banten, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, serta
sistematika penulisan dalam penyusunan LAKIP Inspektorat
Provinsi Banten

BAB li : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menyajikan tentang: uraian singkat tentang rencana
jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan dan program serta memuat data IKU , RKT dan Tapkin
yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

BAB lil . AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan tentang Memuat metodologi pengukuran
pencapaian sasaran kinerja yang mengklasifikasi capaian kinerja
sebanyak 5 predikat yaitu: sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan
buruk(disarankan menggunakan metode keputusan LAN nomor
239/1X/6/8/2003).

menyajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan
dan masing-masing sasaran, mengungkapkan anggaran dan
realisasi program yang menunjang sasaran serta menganalisa
capaian kinerja setiap sasaran, pembandingan data kinerja, faktor
penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran,
hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Menyajikan sub Bab tentang akuntabilitas keuangan yang
berisikan LRA dan Neraca periode tahun sebelum penyusunan
LAKIP.

BAB IV . PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari seluruh laporan dengan
menyampaikan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan
masalah

m
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BAB. II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA

2.1 Komponen Rencana Strategis

Inspektorat Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten
memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah
Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen
rencana strategis diatas, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya,

maka Inspekiorat Provinsi Banten menetapkan Visi 2017-2022 sebagai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh
suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting
dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa
mendatang.

Inspektorat Provinsi Banten terbentuk atas dasar Peraturan Gubernur Banten Nomor 83
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja
Perngkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A.

, Organisasi Teknis Daerah Provinsi Banten. Inspektorat Provinsi Banten merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten yang memiliki otoritas pada
urusan Pembinaan dan Pengawasan.

2.2. VISI DAN MISI

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2017-
2022 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Inspektorat,
diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah dimana keberdayaan dan kemampuan

pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan umum dan pelayanan publik yang berkualitas

A ————————
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serta penyelenggaraan pemerintahaan dapat meningkat. Seiring dengan upaya tersebut, maka
visi Inspekiorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
Visi BERAKHLAKUL KARIMAH

Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula kearah yang
lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan di tinggalkan, selanjutnya cara baru

dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya
inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai
perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/ kota), dan adanya perubahan mindset

atau perubahan budaya lama yang tidak sestai dengan tuntunan masyarakat.

Provini Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk
mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suaiu daerah dikatakan mandiri bila
pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh
bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandir disini menunjukan

kemampuan fiscal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan
mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan |
sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa
parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan,fasilitasi dan daya tarik investasi di Provinsi
Banten seperti infrastrukiur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang
mudah dan berkepastian hokum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan

energy.

Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam rangka aspek
manusia yang diukur dengan pencapaian angka indeks pembangunan manusia (IPM). Berbagai
parameter sejahtera, diukur dengan angka indeks pembangunan manusia yaitu pencapaianya
meifalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian
indikator kesehatan dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang Akhlakul Karimah berarti harapan daerah dalam menekankan

pada peritaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai
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agama, yaitu nifai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta
alam seisinya.

Beberapa Parameter ahlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada
masyarkat, implementasi terhadap rumusanya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah,

dan lingkungan pendidikan denga partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi
Banten.

Peran Inspektorat Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan
misi daerah Provinsi Banten pada urusan pengawasan. Seiring dengan upaya tersebut dan
berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam
urusan pengawasan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus memiliki
misi yang jelas. Misi adalah rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi
merupakan pemyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin
dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses
perumusan misi harus memperhatikan masukén pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder)
dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan
perkembangan lingkungan strategik.

Berkaitan dengan perumusan Misi Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 maka
perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil identifikasi,
terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat
dukungan dan aktualisasi oleh Inspektorat Provinsi Banten, yaitu :

Misil : MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta

untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang
bermutu.

Sejalan dengan Visi Inspektorat Provinsi Banten serta mendukung Misi daerah, maka Misi yang
diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut ;

e ——
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Misi ni memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta
untuk menciptakan birokrasi yang efesien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

Sejatan dengan Visi dan Misi Gubernur Banten dan Wakil Gubemur Banten, maka Misi yang diemban
oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

1. Tercapainya kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas

SASARAN 2. Tercapainya Maturitas SPIP.

indikator Kinerja Utama tahun 2019:

1. Tingkat Kualitas Maturitas SPIP ;
- Tingkat Capaian Leveling Maturitas SPIP pada Level 3;
- Tingkat Capaian Nilai SAKIP pada Nilai BB;
- Tingkat Capaian Opini Laporan keuangan pada Opini WTP;

2.3 KEBUAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan
strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk
memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling
baik. Strategi ini akan mempetjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya
sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Kebijakan :

1. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan
tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan
tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arfi
strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung
strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

m
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2. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya
pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket
langsung untuk menuju pelyanan prima;

=+

. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program- program prioritas
Pemerintah daerah;

4. Peningkatan kualitas SPIP Perangkat daerah;

5. Peningkatan peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah:

6. Peningkatan Capaian Nilai SAKIP.

7. Kebijakan Inspektorat Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 yang disusun, harus selaras
(sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yaitu bidang otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas, sefiap unit kerja dalam
pelayanan publik untuk mewujudkan clean governance dan good government. Dalam
mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntable
dan mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan dan

. sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka

diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan
yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspekiorat Provinsi Banten
untuk periode tahun 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

7 { tujuh) Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk

menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai. Meskipun jumlah kebijakan yang
akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan rhinimal yang-akan
dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya,
kebijakan dibidang personalia (sumberdaya),. kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan
pelayanan masyarakat.
Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada setiap Misi yang diemban Inspektorat
Provinsi Banten untuk periode 5 (Ima) tahun kedepan, maka dirumuskan Tujuan sebagai
penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran sebagai penjabaran dari
Tujuan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut;

M
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1. | Misi. Satu Capaian Leveling Maturitas SPIP levei 3

Tujuan Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang
berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan,
akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas,

berkopetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui

optimalisasi SPIP

Strategis Meningkatkan Kualitas SPIP Perangkat daerah
2. Misi. Dua Capaian Nilai SAKIP nifai BB
Tujuan Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang

berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan,
akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas,

berkopetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui

optimalisasi SPIP

Strategis Meningkatnya SAKIP Pemgkat Daerah
3. | Misi. Tiga Capaian Opini Laporan keuangan pada Opini WTP
Tujuan Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang

berakhlaqu! karimah dengan efektif, efesien, Transparan,
akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas,

berkopetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui

optimalisasi SPIP

Strategis Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah oleh
perangkat daerah
4. | Misi. Empat Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 70

M
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Tujuan Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang
berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan,
akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas,
berkopetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Tercapainya kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang
berkualitas
Strategis Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap

perangkat daerah yang melayani langsung kepada
masyarakat |

Kebijakan dan Program disusun guna mencapai tujuan dan sasaran yang' telah ditetapkan
dengan mengacu pada Kebijakan pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun
2017-2022, yaitu:

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan yang ditetapkan dijabarkan dafam 2 (dua) Program antara lain :

1. Program Tata Kelola Pemerintah;
2. Program Pembinaan ,dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya
diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis
kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan
lokasi dan indikasi anggaran. Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran
2019 merupakan penjabaran dari Fungsi dan Urusan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

m
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Untuk Tahun Anggaran 2019, Inspéktorat Provinsi Banten melaksanakan 18 Kegiatan

yang ferdiri dari 1 (satu} Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan 17 Kegiatan Belanja Langsung,
sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung :

1) Gaji dan Tunjangan Pegawai
2) Tambahan Penghasilan Pegawai
B. Belanja Langsung, didasarkan pada Fungsi, Urusan Pemerintahan dan Program sebagai

berikut:

a. Fungsi : Pelayanan Umum

b. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib

c. Program ‘ : Tata Kelola Pemerintah

- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan tolok ukur sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja {LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2018

2. Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten di Lingkungan Inspektorat Prov.
Banten Tahun 2018

3. Penyusunan LPPD Inspekforat Provinsi Banten Tahun 2018

4. Penyusunan Pra RKA/RKA/RKAP/DPA/DPAP Inspektorat Provinsi Banten Tahun
2019-2019

5. Penyusunan Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020 Inspektorat Provinsi Banten

6. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Prov. Banten
Tahun 2017-2022 - '

7. Penyusunan laporan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019

8. Penyusunan TAPKIN DAN IKU Kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020

9. Pengurustaman Gender Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019

- Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dengan tolok ukur
sebagai berikut :
1. Laporan Aplikasi Kendali SPPD TA 2019

Laporan Inventarisasi SP2D TA 2019

l.aporan Pemutahiran Data Pajak TA 2019

Laporan Semesteran/Prognosis Realisasi Anggaran TA 2019

Laporan Akhir Tahun Anggaran 2019

Laporan Evaluasi dan Pelaporan Daftar Transaksi harian belanja Daerah TA

2019

7. Laporan Verifikasi Keuangan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019

P MW

- Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran, dengan tolok ukur sebagai berikut :
Honorarium Pegawai Honorer

Belanja Jasa Tenaga kerja Lepas

Belanja Bahan Pakai Habis _

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

Belanja Prangko, materai dan Benda Pos Lainnya

Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Kebersihan

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

NG
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8. Pengisian Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
9. Belanja pengisian Gas

10. Belanja Peralatan Dapur

11. Belanja Telephone/Faximili/internet

12. Belanja Listrik

13. Belanja Barang Cetakan

14. Belanja Penggandaan

15. Belanja Makanan dan Minuman

16. Belanja Surat Kabar / majalah

17. Belanja Jasa TV Kabel

18. Belanja Promosi dan Publikasi

19. Sewa Lapangan/Sarana Olahraga

20. Sewa Sarana Mobilitas.

21. Belanja pakaian Dinas Harian

22. Belanja pakaian kerja lapangan

23. Belanja pakaian batik Tradisonal

24. Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat musik

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur , dengan tolok ukur sebagai berikut :

1. Sosialisasi/Bimtek/Workshop Bidang pengawasan ( penilaian PAK, Audit
Tekhnologi Informasi, Audit Berbasis Resiko, Audit Inestigasi , Manajemen
Pengawasan, Audit Pengelolaan Keuangan, Badan layanan Umum daerah (BUD)
, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah )

2. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD

3. Belanja pengiriman Kursus-kursus singkat/Pelatihan

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan tolok ukur sebagai
berikut:

Belanja Jasa kebersihan |

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Belanja Jasa service Roda 4 dan 2

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas

Belanja Pajak kendaran bermotor dan BBNKB

Belanja pemeliharaan Komputer

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor

Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung/Tempat kerja

LN WM

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Pasarana Kantor, dengan tolok ukur sebagai berikut;
1. Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja
2. Belanja Pemeliharaan Bangunan air kotor
3. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
4. Belanja Modal pengadaan kendaraan bermotor beroda dua
5. Belanja Modal Pengadaan Meubelier
6. Belanja Modal pengadaan AC ( 2PK, 4 Standing )
7. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan alat rumah tangga lainnya
8. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan Personal Komputer
9. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan sarana dan prasarana kantor
10. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan printer injek

w
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11. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan kursi kerja pejabat

12. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan Peralatan Sarana dan prasarana
kantor

13. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan peralatan alat komunikasi radio

14. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan sound system paging

15. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan sarana dan prasarana kantor

16. Pekerjaan pemagaran kantor bagian belakang inspektorat

17. Pekerjaan awning parkir roda 2

18. Rehabilitasi aula kantor inspektorat

19. Belanja Pemeliharaan tanaman

- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah, dengan tolok ukur
sebagai berikut:
1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2. Belanja perjalanan Dinas Luar daerah.

- Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, dengan tolok ukur sebagai berikut:
1. Penyusunan profil kinerja program perangkat daerah

2. pengelolaan Website Pemerintah daerah
3. Penyusunan PPID Pembantu,

- . Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, dengan
tolok ukur sebagai berikut:
1. Penyediaan penggandaan Buku

- Fungsi . Pelayanan Umum
- Urusan Pemerintahan  : Urusan Wajib
Program . Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan tolok ukur
sebagai berikut :
1. Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2019
2. Penyusunan Peraturan Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten, dengan tolok

ukur sebagai berikut:

1. Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester dan
Tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019

2. Penyusunan usulan daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT) Tahun 2019 dan
PKPT Inspekiorat Provinsi Banten Tahun 2019

3. Rakorwasda antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/kota se-
Provinsi Banten dan seluruh SKPD Provinsi Banten

4. Rapat Koordinasi (Sarasehan) antara Inspektorat Provinsi Banten dengan
Inspektorat Kab/Kota se-Provinsi Banten

5. Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Hasil Binwas [tjien Kementerian dan BPKP

6. Rapat Pimpinan evaluasi hasil pengawasan Tahun 2019

%
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7. Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) antara Inspektorat
Provinsi Banten dengan Itjen Kementerian

- Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP
dan ltjien Kementerian, dengan tolok ukur sebagai berikut :
1. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI.
2. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian .
3. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP

- Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi
Banten , dengan tolok ukur sebagai berikut :

Pelaksanaan Pameran anti korupsi tingkat Nasional

Pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Banten

Pelaksanaan kegiatan Tim saber pungli Provinsi Banten tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan Rencana aksi PPK Daerah Provinsi Banten

Pelaksanaan Kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten.

Wk

- Kegiatan  Pengawasan Internal Bidang Pendapatan , dengan tolok ukur sebagai
berikut: : :

Benchmarking Pengawasan bidang Pendapatan

Pemeriksaan operasional PPK BLUD

Pemeriksaan dan evaluasi operasional kinerja BUMD

Reviu LKPD Tahun 2017

Reviu RKA 2019 dan 2019

Monev Kas Opname

Pemeriksaan operasional Kinerja pengelolaan pendapatan daerah

Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Audit dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan hasil pengawasan semester | dan Il :

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten

oSN RN

-

- Kegiatan Pengawasan Intemal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah ,
dengan tolok ukur sebagai berikut :

1. "Audit BMD dan Aset Tetap Akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi
- Banten
Monitoring penyusunan Neraca Aset LK SKPD Tahun 2018
Reviu LKPD Provinsi Banten Tahun 2018 (Nearaca Aset)
Audit Belanja Modal TA 2019 pada OPD provinsi Banten
Pemeriksaan Inspektorat Kab/kota
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 Tahap |, Il dan Ili
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019
Monitoring Pelaksanaan P3D-Aset Tetap
Reviu Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2019
(Triwulan IV Tahun 2018 dan Tender Pra DPA/APBD Tahun 2019)
10. Audit Dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat
11. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten

LN e WM
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pada OPD Kab/kota

12. Reviu RKA Perubahan Tahun 2019 ( belanja Modal)

13. Reviu RKA Murni Tahun 2020 ( belanja Modal)

14. Pengawasan lainnya ( Konsultasi, Asistensi dlf)

15. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI

16. Reviu Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2019
(Triwutan I, Il dan Il Tahun 2019

- Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan
Bantuan Keuangan daerah , dengan tolok ukur sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Akhir Tahun Atas Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 pada

OPD Provinsi Banten

2. Pemeriksaan Reguler Atas Belanja Barang/Jasa Dilingkungan OPD Pemerintah

Provinsi Banten TA 2019 Tahap I dan ||

Tim Koordinasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA 2019

Pemeriksaan atas Belanja Hibah TA 2019

Reviu atas Belanja Hibah dan Bansos TA 2019

Pemeriksaan Atas Belanja Bansos TA 2019

Pemantauan Atas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa TA 2019 (3 Tahun)

Monitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2019

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kab/Kota

TA 2017 (2 Tahap)

10. Pemeriksaan Reguler Atas Inspektorat Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang

11. Pemeriksaan Bantuan Keuangan pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada
Kabupaten TA 2018

12. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2019 pada 8
Kab/Kota (2 Tahap)

13. Pemantauan Stok Opname (Barang Persediaan)

14. Monev Stok Opname (Barang Persediaan) per 31 Desember 2019

15. Audit Tujuan tertentu

16. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten

CD®NO G AW

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pengendalian Kepegawaian Daerah , dengan tolok ukur sebagai berikut :
1. Evaluasi NSPK/Kinerja Pelayanan Publik/SPM Tahun Anggaran 2019

2. Pengawasan atas Administrasi Umum dan Substantif Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019 (Urusan Wajib/Pilihan)

Audit Manajemen Kepegawaian

Audit Tujuan Tertentu

Pengaduan Masyarakat/ASN (RIKSUS)

Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2018

Reviu LAKIP Provinsi Banten Tahun 2018

Evaluasi SAKIP - OPD se-Provinsi Banten 2018

. Evaluasi LPPD KAB/KOTA-se-Provinsi Banten 2018

0 Evaluasi SAKIP KAB/KOTA se-Provinsi Banten 2018

oW
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11.Pengawasan Masa Akhir Jabatan Bupati/Walikota (Kab. Lebak, Kota Serang,
dan Kota Tangerang)

12.Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspekforat Provinsi Banten
pada OPD Provinsi Banten
13.Riviu Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019

14.Reviu Rencana Organisasi Perangkat daerah (Renja OPD) Tahun Anggaran
2019

2.4 KEGIATAN DAN ANGGARAN

Berdasarkan Kebijakan dan Program vyang telah ditétapkan, selanjutnya
diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis
kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan folok ukur dan target kinerja serta menjelaskan
lokasi dan indikasi anggaran. Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2018 merupakan penjabaran dari Fungsi dan Urusan Pemerintah yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta;hun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Untuk Tahun Anggarah 2019, Inspekiorat Provinsi Banten melaksanakan 18
Kegiatan yang terdiri dari 1 {satu) Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan 17 Kegiatan Belanja
Langsung, sebagai berikut :

Tabel. 2.
REKAP APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2019
INSPEKTORAT PROVINS| BANTEN

PAGU
No. KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

A |BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.896.000.000
1|Gaji dan Tunjangan Pegawai 1 6.232.135.756
2| Tambahan Penghasilan PNS 36.663.864.244
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~37.148.000

Perpustakaan

TABEL. 3

1|Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset
2{Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 113.815.000
3iPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.980.000.000
4iPeningkatan Kapasitas Aparatur 1.101.175.500
5{Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.373.800.000
6]{Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor 1.709.000.000
7 |Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar 800.000.000
Daerah
8|Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur 209.126.500
Pengawasan
9|Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi 299.378.000
Banten
10|Pengawasan Intemal Bidang Pendapatan 10.798.492.000
11|Pengawasan Intemal Bidang Belanja Modal dan 2.391.590.000
Barang Milik Daerah
12| Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.211.775.000
dan Pengendalian Kepegawaian Daerah
13[Pengawasan Intemal Bidang Belanja Barang dan Jasa 2.637.500.000
dan Bantuan Keuangan Daerah
14| Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan 1.476.810.000
Korupsi dilingkungan Provinsi Banten
15|Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 135.620.000
BPK-RI, BPKP dan lijen kementerian
- 16|Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 60.700.000
17| Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan 540.000.000

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ( JANUARI S.D SEPTEMBER )

TAHUN ANGGARAN 2019

e
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LAPORAN RINCIAN REALISAS FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PERIODE BULAN JANUARI S.D SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

PAGU REALISASI
| SISA ANGGARAN
o KEGIATAN ANGGARAN |  ANGGARAN REALISASI| e
o) R FISIK (% )

% (Rp)

42.806.000.000 |  31.491.996.445 1.404,001.855

6.232136.756 | 5448540459 87431  783.505.097
36.663.804.244 |  26.043.457.666 | 71,03 | 10.620.406.558

VL :
Tk el G
37,148,000 17.393.000 | 46,82 18.755.000( 53,481 5200

“BELANJA TIDAK LANGSUNG
(e dan Tunjangen Pegawai
2[Tambehan Penghasilan PNS

—

% Sy
Penysunan Laporan Kineria Keuangan dan Neraca
Aset

Perencanaan Evallasi dan Pelaporan 113.815.000 62.810.000| 55,19 51.005.000 ] 44,81 80,00
2980.000.000 |  1.751438.518| 5877 1.228561.482] 41,23 117
1101175500 SH503.3451 4800  HT1.592.155| M ¥ 78,00

1373800000 | 471.160.531| 3430|  02.630.469 | 65,70 65,00
1709.000.000 | 1.378.854.453 | BGER|  330.146537| 10.32 88,00

— |;

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pemelharaan Sarana dan Prasarana Kanior

?
3
4|Peningkatan Kapasitas Aparatur
5
6

Pengadazn Sarana dan Prasarana kantor

7{Rapat Kocrdinasi dan Konsuktasi kedztam dan luar 800.0000001 - 59R.855.000( 8736 101.145.000 | 12,64 87.%

Dagrah

8{Penyusunan Kebiakan Sistem dan Prosedur 209.126.500 14126600 | 6,76 164.990.9001 93,4 40,00
Pengawasan

9:Evaluasi Hasl! Pembinaan dan Pengawasan Provinsi 298,376,000 B4.108.000| 2609  215.270.000| 7191 83,97
Bantan

10|Pengawaszn Intemi Bidang Pendapatan 10.796492.000 | 3715464000 | 34| 7.083.028000| 6559 56,63

23015000001  633499.0001 2649 1.758.001.000| 7351 6200

11|Pengawasan Inlemal Bidang Belanja Madal dan
Barang Milk Dagrah

12{Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pengendalian Kepagawaian Dzerah

13{Pengawasan Intemal Bideng Belanja Barang dan Jasa| ~ 2637.500000 | 653620400| 2478 1983879600 75,22 63,00
dan Bantuan Keuangan Dagrah

1775000 | 799.616.000 | 2490 2412.150.000| 75,10 68,00

14|Pelaisanaan Pencegahan dan pemberaniasan
Korapsi diingkurgan Proving! Banten

15} Pemantauan dan Tindak Lenjut Hasi Pemerksaan 135.690.000 33456800 | 2466 1022332001 oM 7200
BPK-RI, BPKP dan Itien kementardan

1476810000 318852900 | 21,59 | 1.157.957.400 | 78,41 72,00

16{Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 60.700.000 16.064.000 | 2646 44.636.000 | 73,54 5,00
17| Peningkatan Pengelolaan Kerersigan dan pelayanan 540.000.000 104.766.000 | 1940 435.240.000 ¢ 80,60 60,00
Pespustakaan
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LANJA TIDAK LANGSUNG

TABEL. 4
REKAPITULASI APED PERUBAHAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
PAGU
No KEGIATAN ANGGARAN

46.000.000.000

Tambahan Penghasilan PNS

(e AT it ag e e P R o {e gl B D g
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset '

1|Gaji dan Tunjangan Pegawai 9.274.160.598
2

36.725.839.40

AL

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

87.865.000

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

 3.424.845.500

Peningkatan Kapasitas Aparatur

1.623.990.500

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

2.600.378.200

DG B WN

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor

4.580.267.000

Banten

7 |Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar 1.200.000.000
Daerah

8| Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur 209.126.500
Pengawasan

9| Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi 299.378.000

10

Pengawasan Internal Bidang Pendapatan

7.125.293.000

11

Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan
Barang Milik Daerah

1.922.895.800

12

Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pengendalian Kepegawaian Daerah

2.335.990.000

13

Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa
dan Bantuan Keuangan Daerah

2.167.527.300

14

Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan
Korupsi dilingkungan Provinsi Banten

1.549.772.200

FPerpustakaan

15|Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 175.690.000
BPK-RI1, BPKP dan itjen kementerian

16 |Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50.700.000

17 | Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan 106.500.000
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TABEL. 5

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINS! BANTEN
PERIODE BULAN OKTOBER S.D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

| PAGU REALISASI
No. KEGIATAN ANGGARAN | ANGGARAN | SISAANGGARAN |REALISASI| -

(Rp) Ro) FISIK{ %)

A |BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.000.000.000 | 39.853.323.641| 86,64 6.146.676.359 | 1336 -86.54

1|Gaji dan Tunjangan Pegawa 9.274.160598 |  7.039.532.292| 7590 2234628.306] 24,10
Tambzhan Penghasilan PNS 36725630402 32813761349 | 80,3

A e
{{Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca |~ 22.288.000 22.288.000

Aset

2|Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 87.865.000 79.182.800 | 90,12 8.662.200F 9,88 98,00

3{Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3424845500 2867.002.205 | 8374 557.813.205 | 1628 97,50

4|Peningkatan Kapasitas Aparatur 1623960500 1126.821.345] 6939 |  497.169.155 | 30,61 90,00

&iPemefharaan Serana dan Prasarana Kantor 2600.378.200| 217865741117 8378 421720780 | 16,22 95,00

§{Pengadaan Sarana dan Prasarana karfor 4580.267.000| 430438713| 9586 1608282871 4.1 100,00
. 7|Rapat Koordinas! dan Konsuttasi kedalam dan luar 1.200.000.000 |  1.180.909.250 | 95,74 32000750 36 100,00

Dagrah :

8[Penyusunan Kebiakan Sistem dan Prosedur 209.126.500 206.226500 | 9957 900.000| 043 100,00

Pengawasan

Evaluasi Hasi Pembinaan dan Pengawasan Provinsi 293.378.000 230511.800) 77,00 £8.865.200 [ 23,00 a0

Banten

10{Pengawasan Intemal Bidang Pendapatan 1126293000 59024572001 6284 | 1.222.835.800| 17,16 95,00

11|Pengawasan Infemal Bidang Bsfanja Modal dan 19228958001  1.380.409.300 | 71,79 542466500 28,21 88,00

Barang Milk Daerah
12|Pengawasan Perencanaan Pembangunan Dagrah 2335990000 |  1.487.004.000 | 63,68 £48.986.000 [ 36,34 82,00
dan Pengendalian Kepegawaian Daarah
13)Pengawasan intemal Bidang Belanja Barang den Jasa| 2167527300 |  1.206.4654001 5981 |  671.060.900| 40,19 82,00
dan Bantuan Keuangan Dasrah

14 Pelaksanaan Pencegahan dar pemberaniasan 15497722001 1201112433 | 83,3 250.660.057 | 16,69 90,00
Korups dfingkungan Provingi Banten

15(Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasi' Pemayiksaan 175.690.000 110522400 [ 6291 65167600 | 37,09 B5,00
BPK-RI, BFKP dan itjan kementerian

%6 {Penyediaan Data Pembangunan Sakioral 50.700.000 45,449,000 | 89,64 5.261.000| 10,36 9,00

17iPeningkatar: Pengelclaan Kerarsipan dan pelayanan 105.500.000 104.760.000 %837 1740000 [ 1,63 160,00
Perpustakean
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2.5. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwujudkan melalui penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah_
(Renja-SKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan uniuk jangka wakiu 1
{satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman
penyusunan RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Renja-
SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka 1 (satu) tahun, disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan
mengacu kepada RKPD. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiafan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Renja-SKPD merupakan suatu
proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja. untuk
jangka waktu tahunan (Renja-SKPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan
dari rencana kerja lima tahunan {Renstra-SKPD) maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
pada pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

‘ Sebagai salah satu perangkat daerah, inspektorat Provinsi Banten berkewajiban untuk
menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai
pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang pengawasan yang diemban oleh
Inspektorat Provinsi Banten pada tahun 2019 pada prinsipnya tertuju pada upaya untuk
memantapkan, meningkatkan dan memperkuat kualitas pengawasan daerah Provinsi Bantenu.
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Untuk Perkin Eselon 1i, il dan IV pada APBD Murni dan perubahan Tahun Anngran 2019
dapat dilihat dalam lampiran buku Lakip ini.

2,6. KOMPONEN RENCANA KERJA

A. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,
terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan,
Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten berdasarkan rumusan Misi
adalah Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Tercapainya Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan melaluim optimalisasi SPIP.

1) Tujuan adalah sebagai berikut :

Terwyjudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efeklif,
efesien, transparan, akuntable dan Sumber Daya Aparatur , berintegritas, berkopetensi serta
melayani masyarakat,

2) Sasaran

a. Sasaran RPJMD Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel,

efektif dan efisien

b. Sasaran Renstra Inspekiorat Provinsi Banten : Meningkatnya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang akunfabel. efektif dan efisien

3) Indikator Sasaran adalah :

a. Indikator sasaran RPJMD : Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Indikator Sasaran Renstra : Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
Akuntabel.
4). Indikator Kinerja Sasaran adalah
a. RPJMD adalah Capaian Maturitas SPIP.
b. Renstra adalah 1. Capaian Maturitas SPIP
2. Capaian Nilai SAKIP
3. Capaian integritas
4. Opini Laporan keuangan

B. Kebijakan
Dalam mencapai fujuan dan sasaran maka diperiukan suatu perumusan
kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten, Kebijakan yang dirumuskan
berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran untuk periode 2017-2022, sehingga
setiap sasaran memuat kebijakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah

m
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kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai.

Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah

berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan meliputi

1.  Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan

mendetailkannya pada SOP pelayanan serta meminta respon angket langsung

untuk menuju pelayanan prima.

2. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program

pricrotas Pemerintah Daerah.

Peningkatan kualitas SPIP Perangkat Daerah

Peningkatan peran APIP dalam pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah.

Peningkatan capaian nilai SAKIP.

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat indikator kinerja yang merupakan uraian

ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan

suatu program terhadap tujuannya, indikator kinerja menyampaikan secara spesifik apa

yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Rencana Kegiatan

tahunan (RKT ) dalam lampiran :

D. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ditetapkan sebagai

berikut :
INDIKATOR KINERJA UATAMA ( 1KU ) TAHUN 2017-2022
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Sasaran Indikator Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-

No. Tujuan

Mewujudkan
kelembagaan
pemerintah
daerah yang
berahlakul
karimah dengan
efektif, efesien,
fransparan,
akuntable dan
sumber daya
aparatur

Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintah yang
berkualitas

Tujuan{Sasaran

Indikator Tuan

1. Capaian Indeks
Kepuasan
Masyarakat {Satuan
. %)

3.20

3.60

3.80

Indikator Sasaran

1. Capaian  Laporan
kinerja pemeriniah
Provinsi Banten
{Satuan:Nilai)

70

75

85

88

a0

.. __________ . .. . . _ ]
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berinfegritas, Tercapainya 1. Capaian Maturitas | 2 3 3 4 4
berkompetensi | Akuntabilitas SPIP
serta melayani | kinerja 2. Capaian Integritas | 2 3 3 3 3
masyarakat Pembangunan 3. Capaian Nilai
mefalui SAKIP BB BB A A A
Optimalisasi 4. Opini Laporan
SPIP Keuangan WTP | WTP WTP | WTP | WTP
E. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagai berikut :
Target dan
No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Capaian Kinerja
Realisasi
1. | Mewujudkan Tercapainya Indikator Tujuan .
kelembagaan Penyelenggaraan 1. Capaian Indeks Kepuasan - 3.00 3.00
pemerintah daerah yang | Pemerintah yang Masyarakat {Satuan : %)
berahlakul karimah berkualitas Indikator Sasaran
dengan efektif, efasien,
fransparan, akuntable 1.Capaian  Laporan  kinerja | 75 75
dan sumber daya pemerintah  Provinsi  Banten
aparatur berintegritas, (Satuan:Nilai)
berkompetensi serta Tercapainya Akuntabilitas | 1. Capaian Maturitas SPIP 3 3
melayani masyarakat | inerja Pembangunan 2. Integritas 3 3
melalui Optimalisasi SPIP | 3. Capaian Nilai SAKIP BB BB
4. Opini Laporan Keuangan WTP | WTP

Sedangkan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi

Banten Tahun 2019 sebagaimana dalam lampiran Lakip berikut ini :

M
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BAB. 111
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KiNERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai
dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator
kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran
pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outpuf) dari
setiap kegiatan dan hasil {ouicome) dafi setiap program. Dengan perubahan paradigma
tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan
keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masingmasing program
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang menjadi tolok ukur
keberhasilan organisasi. LAKIP tahun 2019 ini merupakan LAKIP tahun kelima dari Rencana
Strategis (RENSTRA) Inspekforat Provinsi Banten 2017-2022. Sedangkan capaian kinerja
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam capaian kinerja tiap prioritas.

3.2  ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan hal yang

-penting bagi pengukuran kinetja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada
suatu target yang ftelah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Kriteria tersebut merupakan
komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari setiap sasaran/ program dan kegiatan yang dilakukan. Pada akhir tahun
dilakukan pembandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai,
sehingga diperoleh capaian kinerja.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian
kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, visi dan fujuan sebagaimana ditetapkan

e s ———
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dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan anaﬁsis dan evaluasi
kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yan
dihasilkan daiam pengukuran kinetja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan
sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun
informasi lainnya. |

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam
Pengukuran Kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian
indikator kinerja kegiatan yang semakin baik, maka untuk menghitung capaian indikator
kinerja kegiatan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator o Realisasi
Kinerja Kegiatan Rencana

x 100%

2. Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi rencana menunjukkan semakin
rendahnya pencapaian indikator kinerja kegiatan, maka digunakan rumus sebagai berikut

Capaian Indikator _ Rencana-(Realisasi-Rencana)
Kinerja Kegiatan Rencana

X 100%

Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat
mulai darf kegiatan, meningkat ke program, akhirnya ke sasaran. Capaian absolut sasaran ini
sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan
pendukungnya.

Berdasarkan pengukuran kinerja dalam formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi
terhadap pencapaian sefiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar
diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai
dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan dikelompokkan dalam enam kategori penifaian
sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sesuai Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

m
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Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

o P ERERR R,

Memuaskan

1 AA >85-100

2 A >75-85 Sangat Baik

3 B >65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan

4 ceC >50-65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak

mendasar

5 c 530-50 Kurang, periu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang
mendasar

6 D 0-30 Sangat Kurang, Periu banyak sekali perbaikan & perubahan

yang sangat mendasar.

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan akuntabilitas kinerja sasaran tahun 2018
beserta komparatif capaian kinerja sasaran tahun 2019 Selain itu diuraikan pula capaian
kinerja keuangan tahun 2019 yang dikelola di Inspektorat Provinsi Banten. Tingkat
keberhasilan pencapaian kinerja ditinjau dari pengukuran capaian indikator Kkinerja
keluarannya adalah sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Kpapgla:}
No. Sasaran Strategis T — inerja (%)
Uraian a:get Realisasi 2019 | 2018

R

r: BT 2 A =3 u."*"r .‘..
Tata kelola Pemerintah

Ratio Ketersediaan
dokumen  perencanaan, 100 100 100 100
gvaluasi dan pelaporan

1 Ratio Ketersediaan
2 dokumen penatausahaan |,
pengendalian dan evaluasi
laporan keuangan

2 | Peningkatan Sarana dan Ratio Pengadaan barang
prasarana perkantoran dan  jasa  administrasi
dan kapasitas aparatur 1 | perkantoran serta pelayanan 100 100 100 100
tata usaha
kerumahtanggaan

Ratio pembangunan,
9 pengadaan, pemeliharaan
dan rehabilitasi prasarana
dan sarana aparafur

100 100 100 100

100 100 100 100

Pembinaan,

3 Pengawasan

Penyelenggaraan

pemeriniah daerah

4 Penyediaan data 1 Ratio ketersediaan data dan
pembangunan daerah informasi pembangunan

Ratic Peningkatan kualitas
1 | pengawasan dan 100 100 100 100
akuntabilitas kinerja aparatur

100 100 100 | 100

e .
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Sasaran Strategis Peningkatan Sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas
aparatur dengan Indikator Kinerja Ratio Pengadaan barang dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan telah tercapai 92%. Capaian
indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan sebagai berikut;

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, keluaran yang diharapkan berupa :

e A e it S S bt

Output_
Oprasional kantor tidak tetap 24 ORANG 24 ORANG 100%
Penyediaan barang habis pakai 21 PAKET 21 PAKET 100%
Belanja bahan cetak dan penggandaan 12 BULAN 12 BULAN 100%
Penyediaan makan dan minum kantor 3 SPK 3 SPK 100%
Penyediaan oprasional jaéa kantor 12 BULAN 12 BULAN 100%
Penyediaan bbm 36.249 LTR | 36.249 LITER 10b%
0 : o :
e e e | 0 | |
program

program

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor, keluaran yang diharapkan berupa

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %
Qutput

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1 UNIT 1UNIT . 100%
Pengadaan Kendaraan Bermotor ‘
Penumpang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1 UNIT 1 UNIT 100%
Pengadaan Alat kantor lainnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1 UNIT 1 UNIT 100%
Pengadaan Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan mesin - 5 UNIT 5 UNIT 100%
Pengadaan Peralatan Studio Visual
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 84 UNIT 84 UNIT 100%
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
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Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - 14 UNIT 14 UNIT 100%
pengadaan jaringan listrik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121/11 121/11 100%
Pengadaan alat Rumah tangga UNIT/SET UNIT/SET

Belanja Perakatan dan mesin Pengadaan alat | 3/1 UNIT 3/1 UNIT 100%
pendingin

Belanja Modal peralatan dan mesin 4 LUSIN 4 LUSIN 100%

Pengadaan alat dapur

Belanja Modal peralatan dan mesin 48 UNIT 48 UNIT 100%
Pengadaan alat bantu keamanan CCTV

Belanja Modal peralatan dan mesin : 10 UNIT 10 UNIT 100%
Pengadaan alat ukur meter laser

QOutcome
Meningkatnya Sarana dan prasarana 100%.dari 100%.dari
perkantoran dan kapasitas aparatur capalan capaian 100%
program program

3. Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur keluaran yang diharapkan berupa :

indikator Kinerja |  Target | Realisasi | %
Quiput )
214 Orang 182 orang

Peningkatan Kompetensi Aparatur 84 %

100% dari 84% dari capaian
capaian program program

Meningkatnya kapasitas aparatur 84%

Sasaran Strategis Peningkatan Sarana dan prasarana perkantorah dan
kapasitas aparatur dengan Indikator Kinerja Ratio Pembangunan, pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana kantor telah tercapai 90%.
Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut:

4. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, keluaran yang diharapkan berupa :

Indikator Kinerja | Target ] Realisasi - | %
Output
Pemeliharaan Peralatan dan 12 bulan 12 bulan 100%

Perlengkapan Kantor

Perawatan dan Pemeliharaan 29 unit 29 unit 80%
Kendaraan Bermotor Roda 4 dan
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Roda 2
Pemeliharaan Gedung Kantor, Jasa | 3 Paket 3 Paket 100%
kebersihan Gedung dan Halaman
Kantor Inspektorat Provinsi Banten
xOutcome
0 { 0 i

Terpeliharanya Sarana dan prasarana 182/;;;2?' 122 /;i:ﬁn 80%
perkantoran P P 0

program program

Sasaran Sfrategis Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah
dengan Indikator Kinerja Ratio Pembangunan, penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi

telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai
berikut:

5. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keiuar daerah, dengan capaian oufput dan
outcome sebagai berikut :

Indikator Kinerja |  Target | Realisasi | %
Qutput
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 111 orang 111 orang 100%
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 111 orang 111 orang 100%
' Qutcome

Meningkatkan Koordinasi dan 100% dari 100% dari

konsultasi kedalam dan luar daerah capaian capaian 100%
Tahun 2019 program program

Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintah dengan Indikator Kinerja Ratio
Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi pelaporan felah tercapai 100%. Capaian
indikator kinerja tersebut dilaksanakan melaiui 1 kegiatan sebagai berikut

6. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan capaian oufput dan oufcome
( sebagai berikut ;

indikator Kinerja I Target | Realisasi | %
Output
Penyusunan Laporan Evaluasi 16 Dok 16 Dok 100%
Program dan Kegiatan
Penyusunan Perencanaan Program 5 Dok 5 Dok 100%
dan Kegiatan Tahunan
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Tersedianya Pedoman 100% dari 100% dari ‘
Perencanaan dan Laporan capaian capaian . 100%
evaluasi kegiatan program program

Sasaran Strategis Penyediaan data pembangunan daerah dengan indikator Kinerja
Ratio Ketersediaan data dan informasi‘ pembangunan telah tercapai 100%. Capaian
indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut :
7. Kegiatan Penyediaan data Pembangunan Sektoral , dengan capaian oufput dan oufcome
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi %
Qutput

Penguatan Data Dan 12 bulan 12 bufan 100%
informasi Pengembangan ‘
melalui Website

Penyusun Profil Kinerja 4 kegiatan | 4 kegiatan | 100%
Program Prangkat Daerah

Pengelolaan Informasi Dan 12 lap 12 lap 100%
Dokumentasi (PPID}
Inspektorat
Outcome
. . .| 100% dari 100% dari
P 9 g peng program program :

Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintah dengan Indikator Kinerja Ratio
Ketersediaan dokumen keuangan telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut
' ditaksanékan melalui 1 kegiatan sebagai berikut
8. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dengan capaian
oufput dan oufcome sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi %
Output
Penyusunan Dokumen Laporan 18 Lap 18 Lap 100%
Keuangan
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Penyusunan Laporan Dokumen 4 |aporan 4 Laporan 100%
Pajak
Qutcome
Tersedianya data dan informasi 100% idﬁri 100% _dari 100%
pembangunan bidang pengawasan capaia capalan ’
program program

Sasaran Strategis Penyediaan data arsip dan perpustakaan dengan Indikator
Kinerja Ratio Ketersediaan arsip data dan perpustakaan telah tercapai 100%. Capaian
indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut :

9. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan nelayanan Perpustakaan, dengan

capaian outpuf dan outcome sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi %
Output
Tatakelola Arsip 1 Paket 1 Paket
100%
Outcome
Tersedianya data dan informasi 100% dari ) 100% darl o
pembangunan bidang pengawasan capalan capalan 100%
program program

Sasaran Strategis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dengan Indikator Kinerja Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas
kinerja aparatur Terhadap Jumlah Obyek Pemeriksaan telah tercapai 100%. Capaian indikator
kinerja tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan sébagai berikut:
1. Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten, dengan capaian

output dan outcome sebagai berikut :

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %
Qufput
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil | 1 keg 1 keg 100%

Pembinaan dan Pengawasan
Semestert dan pengawasan
Semester dan Tahun Inspektorat
Provinsi Banten Tahun 2019

M‘
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Penyusunan Usulan Daftar Obyek 1 keg 1 keg 100%
Pemeriksaan Tahunan (DOPT)
Tahun 2017 dan PKPT inspektorat
Provinsi Banten Tahun 2019

RAKORWASDA Antara Inspektorat | 1 dokumen 1 dokumen 100%
Provinsi Banten Dengan
Inspektorat Kab/Kota se-provinsi
Banten dan Seluruh SKPD Provinsi
banten

Rapat Koordinasi (SARASEHAN) 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Antara Inspektorat Provinsi Banten
Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-
Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Pemutahiran Data | 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Hasil BINWAS itjen Kementrian dan

BPKB

Rapat Pimpinan Evaluasi Hasil 4 kegiatan 4 kegiatan 100%

Pengawasan Tahun 2019

Rapat Koordinasi Pengawasan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Nasional (RAKORWASNAS) Antara
Inspektorat Provinsi Banten
Dengan Itjen kementrian

Rapat Koordinasi Pengawasan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Program/Kegiatahn pembangunan

Outcome
0, ; 9 i
Tersedianya Laporan Data Temuan 132;;2? 132;;?1” 100%
Hasil Pemeriksaan yang Akuntabel program program

2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan capaian .
output dan outcome sebagai berikut :

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %
Output
Penyusunan Pergub Tentang 1 Pergub 1 Pergub 100%
Kebijakan Pembinaan Dan Jakwas 2019 | Jakwas
Pengawasan Di Lingkungan 2019
Provinsi Banten 2019

e eeee———————————— e e—— e —
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Penyusunan Peraturan Bidang 1keg 1 keg 100%
Pembinaan dan Pengawasan

Outcome
Tersedianya Peraturan Gubernur .
tentang Pembinaan dan 100% dari 122?‘:“23" 100%
pengawasan di Provinsi Banten capaian program or c? grau% ’

pada Tahun 2019

3. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan, dengan capaian oufpuf dan outcome

sebagai berikut :

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %

‘ Qutput
Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan 43 LHE 43 LHE 100%
OPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2018

Reviu Laporan Keuangan (LKPD} Provinsi 7 1 LHR 1 LHR 100%
Banten Tahun Anggaran 2018

Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 1 LHR 1LHR 100%
anggaran 2019

Reviu Renja Kerja dan Anggaran Perubahan 1 LHR 1tHR 100%
(RKAP) Tahun Anggaran 2018

Monitoring dan Kas Evaluasi Kas Opname TA 8 LHE 8 LHE - 100%
2018

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPK | 8 LHE 8 LHE 100%
BULD

Pemeriksaan operasional /Kinerja BLUD 8 LHP 8 LHP 100%

Pemeriksaan operasional/ Kinerja Pengelolaan | 24 LHP 24 LHP 100%
Pendapatan (Pajak daerah dan Restribusi )

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP | 8 LHE 8 LHE 100%
SKPD
Audit dengan Tujuan tertentu / kasus dan 3 LHA 3 LHA 100%

pengaduan masyarakat

M
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Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah 36 LAP 36 LAP 100%

Outcome

Tersedianya Dokumen hasil Pemeriksaan 100% dari | 100% dari

. Capaian | Capaian | 100%
bidang Pendapatan Tahun 2019 Program | Program

4. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah , dengan
capaian output dan outcome sebagai berikut ;

Indikator Kinerja "~ | Target | Realisasi | %
Output

Audit Belanja Modal akhir Tahun Anggaran 12 LHP 12 LHP 100%
2018 pada OPD Peovinsi Banten

Audit Belanja Modal Tahap | TA 2019 pada 12 LHP 12 LHP 100%
OPD Provinsi Banten

Audit Belanja Modal Tahap # TA 2019 pada 12 LHP 12 LHP 100%
OPD Provinsi Banten

Probity Audit Pengadaan barang dan Jasa 4 LHP 4 | HP 100%
{Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap |

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang | 20 LHP 20 LHP 100%
Milik Daerah (BMD) Tahun 2019

Pengawasan Aset Kendaraan Dinas 13 LAP 13 LAP 100%

Reviu Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan | 1LHP 1LHP 100%
Barang/Jasa (PBJ} Triwulan | Tahun 2019

Reviu Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan | 1LHR 1LHR 100%
Barang/jasa (PBJ) Triwulan Il Tahun 2019

Reviu Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan | 1LHR 1LHR 100%
Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV Tahun 2018

Reviu Penyerapan Anggaran {PA}, Pengadaan | 1LHR 1LHR 100%
Barang/Jasa {PBJ) Triwulan lll Tahun 2018

Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan | 2 LHT 1 LHT 100%
inspektorat Provinsi Banten pada OPD Provinsi
Banten

- . .
e R R R R L A ili lI'BBBHAtLL A A ——
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Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan | 4 LHR 4 LHR 100%
Inspektorat Provinsi Banten pada OPD
Kabupaten / Kota

Pemeriksaan Inspektorat Kab/Kota 2 LHP 2 LHP 100%

Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 4 LHP 4 LHP 100%
{Belanja Modal ) tahun 2019 Tahap Il

Audit Tujuan tertentu/Kasus Dan Pengaduan 6 LHP 6 LHP 100%
Masyarakat

100% dari
capaian capaian | 100%
program program

Tersedianya Dokumen hasil pemeriksa bidang
Belanja Modan dan barang milik daerah

5. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan
Daerah, dengan capaian output dan outcome sebagai berikut ;

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %
Output

Pemeriksaan akhir tahun atas belanja 12 LHP 12 LHP 100%
barang/jasa tahun anggaran 2018 pada OPD
Provinsi Banten

Pemeriksaan Reguler atas belanja barang / 24 LHP 24 LHP 100%
jasa dab belanja modat dilingkungan OPD
Pemerintah Provinsi Banten TA 2019 tahap |

dan il
Pemeriksaan atas Belanja Bansos TA 2019 1 LHR 1LHR 100%
Konsultasi Eksternal Permintaan saran 6 LAP 6LAP | 100%

Inspektorat/Irban |ll kepada
Kemenetrrian/Lembaga/BPK/BPKP

Monitoring Pengelolaan Dana DesaTA 2018 | 4 LHP 4 LHP 100%

Pemeriksaan Bantuan keuangan Pemerintah | 6 LHR 6 LHR 100%
Provinsi Banten Kepada Pemerintah
Kab/kota TA 2018 ( 2 tahap )

Pemeriksaan dana bantuan operasional 8 LHR 8 LHE 100%
sekolah (BOS_) TA 2019 pada 8 kah/kota ( 2 '
tahap) '
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Monev stockopname ( barang persediaan ) 42 LAP 42 LAP 100%

tahun akhir 2018

Monev Stock opname { Barang Persediaan) | 42 LAP 42 LAP 100%

per 31 Desember 2019

Audit Tujuan tertentu 6 KASUS 6 KASUS 100%

Reviu atas belanja Hibah dan bansos TA 2019 | 1 LHR 1 LHR: 100%
Outcome

Tersedianya Dokumen hasil pemeriksaan | 100% dari | 100% dari

bidang Belanja barang jasa dan Bantuan | Capaian Capaian 100%

Keuangan Dagrah proram

proram

6. Kegiatan  Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian
Kepegawaian Daerah, dengan capaian output dan oufcome sebagai berikut :
Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %
Output
Evaluasi NSPK/Kinerja Pelayaan Publik/SPM | 1 LHE 1 LHE - 100%
Tahun Anggaran 2019
Audit Tujuan tertentu 4 1LHA 4 LHA 100%
Audit atas Pengaduan masyarakat 8 LAPORAN | 8 LAPORAN 100%
Evaluasi SAKIP Kab/Kota se-Provinsi Banten | 2 LAPORAN | 2 LAPORAN 100%
Tahun 2018
Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten 1LHE 1 LHE 100%
Tahun 2019
Pengawasan atas Administrasi Umum dan 12 12 100%
subtantif Urusan Pemerintahan TA 2020 ( LAPORAN LAPORAN
Urusan Wajib/Pilihan )
Evaluasi LAKIP OPD se-Provinsi Banten 4 LHE 4 LHE 100%
Tahun 2017
Pemantauan dan Tindak lanjut Laporan Hasil | 4 LHP 4 LHP 100%
pengawasan irban iV
Pengawasan Masa Akhir Jabatan 2 LHP 2 LHP 100%
Bupati/Walikota (Kah.Lebak, Kota Serang,
- . . _______________..____]
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dan Kota Tangerang )

Reviu Rencana Kerja ( Renaj OPD) Tahun 43 43 100%

Anggaran 2019 LAPORAN LAPORAN

Audit Manajemen Kepegawaian 1 LAPORAN | 1 LAPORAN 100%

Lokakarya Pengawasan urusan 2 LAPORAN | 2 LAPORAN | 100%

Pemerintahan di daerah Provinsi Banten dan

8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Rekam jejak bagi ASN yang akan menduduki | 2 LAPORAN | 2 LAPORAN 100%

jabatan

Monev LHKPN 1 LAPORAN | 1 LAPORAN 100%

Audit Kinerja 1 LAPORAN | 1 LAPORAN 100%

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 2 KEG 2 KEG 100%
Outcome

Tersedianya Dokumen hasil pengawaasan | 100% 100%

bidang perencanaan pembangunan daerah | Capaian Capaian 100%

dan Pengendalian Kepegawaian daerah Program Program

Banten, dengan capaian oufput dan oufcome sebagai berikut ;

7. Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %
Output

Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi 1 1
Tingkat NASIONAL kegiatan kegiatan 100%
Pelaksanaan kegiatan unit 2 2 100%
pengendalian geratipikasi (UPG) kegiatan | kegiatan
Provinsi Banten
Pelaksanaan kegiatan komite 3 3 100%
integritas provinsi Banten kegiatan | kegiatan
pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK | 2 2 100%
Daerah provinsi Banten kegiatabn | kegiatabn
PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SABER | 4 4 100%
PUNGLI PROVINSI BANTEN TAHUN keglatan | kegiatan '
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2019
Outcome
Terwujudnya Pedoman Pelaksanaan | 100% dari | 100% dari
Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan di | capaian capaian 100%
Bidang Pengawasan program program

8. Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan ltjen
kementerian, dengan capaian oufput dan outcome sebagai berikut :

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %
QOutput
Pemantauan Dan Tindak Lanjut | 1 kegiatan | 1 kegiatan 100%

Hasil Pengawasan BPK —RI

Pemantauan Dan Tindak Lanjut | 1 kegiatan | 1 kegiatan 100%
Hasil Pengawasan litjen
Kementrian

Pembahasan TLHP BPKP Rl atas | 1 kegiatan | 1 kegiatan 100%
Kerugian Daerah/Negara

Qutcome .
Terkoordinasinya Penyelesaian Atas 100% dari 100% dari
Pelanggaran dalam Penyelenggaraan capaian capaian 100%
Pemerintahan Daerah program program

Berdasarkan Program Kefja Pengawasan Tahunan Tahun 2019, Inspektorat telah
melakukan pemeriksaaan reguler baik dilingkungan Pemerintanh Provinsi Banten,
dilingkungann Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten, Pemeriksaan atas Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada desa di Provinsi Banten, Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerfa Instansi Pemerintah (LAKIP) pada SKPD Pemerintah Provinsi Banten,
Evaluasi Dokumen Pelaksanaan Angggaran (DPA)} SKPD Pemerintah Provinsi Banten,
Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Banten, Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Evaluasi Pelayanan Publik pada
Pemerintah Provinsi Banten, Evaluasi atas temuan BPK RI, dan Pemeriksaan kasus-kasus
pengaduan masyarakat, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),
dengan jumlah Laporan Masil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
sebanyak 448 LHP//LHE/LHR dan laporan dengan perincian sebagai berikut:

e
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I

NO URAIAN AILAR
LAPORAMN
1| mWionitoring Damn Evaluasi Laporan Keuangan OQPD Pemerintah 4% i LHE
P_rovinsi Banten Tahun Anggaran 2018
2| Reviu Laparan Keuangan (LKPD) Provinsi Bantan Tahun 1iLHR
Anggaran 2018
3| Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Tahurn anggavran 2019 LiLHR
4| Reviu Renja Kerja danmn Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 1ILHR
Angegaran 2018
5| Monitorine dan Kas Evaluasi Kas Opname TA Z018 BiLHE
&S| Monitoring dan Evaluasi Penvelenggaraan PPK BULD EILHE
7| Permeriksaan operasional /Kineria BLUD ) sSiLHP
8| Permeriksaan operasional/ Kinerja Paengelolaan Pendapatan 24 1 L.HP
{(Pajak daerah darn Restribusi ) i
S| Moanitoaring cda N Evaluas] Penyelenggaraan SPIP SKPD SiILHE
10| Audit dengan Tujuan tertentu / kasus dan pengaduan 2iLHA
masyarakat
l1i|satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah 365 LAPORAN
1Z|Pemantauvuan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan SLHE
13 | Audit Belarja Modal akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD 12 LHP
Peovinsi Banten
14afAaudit Belanja Modal Tahap | TA 2019 pada OPD Provinsi 12 LHP
Bantan
15 | Audit Belanja Modal Tahap i TA 2019 pada OPD Provinst 22LHP
Banten
16| Probity Audit Pengadaan barang dan Jasa (Belanja Modal) giLHP
Tahun 2019 Tahap |
17 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang Milik Daerah 20iLHP
(BrviD) Tabun 2019
18| Pengavwasan Aset Kendaraan Dinas A3 LAPORAMN
19 | Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/lasa A LHP
{(PB3) Trivwwulan | Tahun 2019
20| Reviu Penverapan aAnggaran (PA) , Peangadaan Barang/Jlasa 1iLHR
(PBJ} Trivwulan 1l Tahun 2019
21| Reviu Penyerapan aAnggaran (PA) , Pengadaan Bara ng/lasa 1iLHR
{FB)) Trivwulan 1V Tahun 2018
22 [ Reviu Panverapan Anggaran (PA) , Peangacdaan Barang/lasa 1ILHR
(FPBJ) Trivwulan 11l Tahun ZO018
23| Pemantauan Tindak lanjut Hasll Pepgawasan Inspektorat 2Z2ILHTL
Provinsi Banten pada OPD Provinsi Banten
Z24 | Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat 4 iLHR
Pravinsi Banten pada OPD Kabupaten / Kota
25 | Permeriksaan Inspektorat Kab/Kota 2ILHP
. 26| Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal ) olLHP
tahun 2018 Tahap L
27| Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja nModal ) g ILHP
tahun 2019 Tahag i1
22| Audit Tujuan tertentu/Kasus Dan Pengaduan Masya rakat &I LHP
29| Evaluasi NSPEK/Kineria Pelayaan Publilk/SPNM Tabun Anggaran 1ILHE
2019 .
0| Audit Tujuan tertentu giLHA
21| Audit atas Pengaduan masyarakat 2 LAPORAN
32 | Evaluasi SAKIP Kab/Kota se-Pravinsl Banten Tahun 2018 2 LAPDODRAN
33| Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahwun 2019 ALiLRE
3alPengawasan atas Adrministrasi Umum dan subtantif rusan 12 i LAPORAN
Pemerintahan TA 2020 { Urusan Wajib/Pilihan )
25| Evaluas] LAKIP OPD se-Prowvinsi Banten Tahon 2017 A i LHE
36 Pemantauan dan Tindak lanjut Laporan Hasil pengawasan g.LHP
Irban IV 3
37 | Pengavwasan Wasa AkhirJabatan Bupati/Vwalikota (Kab.Lebal, 2iLHP
Kota Serang, dan Kota Tangerang )
32| Reviu Rencana Kerja ( Renaj OPD) Tahun Anggavan 2019 A LAPORANM
I [Audit Manajemen Kepegawaian LI LAPORAMN
A0l Lokakarya Pengawasan urdsan Pemerintahan di daerah LAPORARMN
Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten 2
q4i|lRekam jejak bagi ASN yang akan mendudukl Jabatan 2 I LAPORARN
AZ I Monev LHKPN S AILAPORAN
43 | Audit Kinerja A LAPCORAMN
a4 | Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) ZIKEG
a5 | Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa tahun 12| LHP
anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten
46| Permmeriksaan Reguler atas belanja barapg / jasa dab belanja Z4  LHP
modal dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2019 :
tabhap | dan ll
A7 Pameriksaan atas Belanja Bansos TA 2019 1IELHR
a8 | Konsultasi Eksternal Permintaan saran Inspektorat/irban |1l S LAPORAMN
kepada Kemenetrrian/Lembaga/BPK/BPKP |
A9 | Manitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2018 4 LiHP
SO|Pemeriksaan Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten SK&LHR
Kepada Pemerintab Kab/kota TA 2018 {2 tahap )} i
E1 | Paemeriksaan danpa bantuan operasional sekolah (BOS_) TA 8 LHR
2019 pada 8 kab/kota ( 2 tahap) .
52 [ Monev stockopname ( barang persediaan ) tahun akhir 2018 42 LAPORADN
S3 | Monev Stock opname { Barang Persediaan ) per 31 Desember 42 LAPORAMN
2019
S54iAudit Tujuan tertentu SGiIKASLIS
55| Reviu atas belanja Hibah dan bansos TA 2019 1 LHR
S6|Peningkatan Fenvelenggaaran SPIP A LAPORAN
S AALAH 448 LAPORAN

a4 U
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Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 223 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerihtahan Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan PengaWasan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah,
yang tertuang pada Pasal 34 sebagai berikut :

(1) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota
dan Desa waijib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;

(2) Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur,
Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan;

{3) Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan
tindak lanjut hasil pengawasan;

Selanjuinya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018
tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, yang
menyebutkan bahwa : ,

1) Wakil Gubernur, Wakil Bupati/ Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan

tindak lanjut hasil pengawasan;

2) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut
hasil pengawasan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah
diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan/ atau dikenakan sanksi disiplin
Pegawai Negeri Sipil; dan

3) Apabila febih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak
lanjut hasil pengawasan terkait keuangan negara, maka Inspektorat Provinsi,
Kabupaten/ Kota menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

Berikut ini adalah progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten
pada SKPD Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten :

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada SKPD Pemerintah Provinsi Banten "

W‘
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' 51
E49
JUMLAH TEMUAN 1434

I JUMLAH REKOMENDAS! 2488 |

NILA! KERUGIAN (Rp) 1L113M

Nilai Kerugian Rp. 11.113.499.300,48
Dikembalikan Rp. 2.133.804.476,13
Sisa Rp. 8.979.684.924.35

B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada SKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

JUMLAH REKOMENDAS] | -AH YANG TELAH
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH LHP D TAHUN 2019 DISELESAIKANS.D |  DALAM PROSES
TAHUN 2019 '
1 |{KABUPTAEN LEBAK 6 64 : n -8
2 |KABUPATEN PANDEGLANG 1 % 1 14
3 |KABUPATEN SERANG 4 7 7 0
4 |KOTASERANG 1 2 0 0
5 |KOTACILEGON 0 0 0 0
6 |KABUPATEN TANGERANG 0 0 0 0
7 |KOTATANGERANG 1 0 0 ' 20
8 [KOTANG TANGERANG SELATAN 2 1 0 11
JUMLAH 15 148 41 107
Nilai Kerugian Daerah sebesar Rp. 3.718.534.802,92
Dikembalikan ke Kas daerah  Rp. 3.707.346.668,89
Sisa Rp.  11.188.134,03
——————— et —————————————————————————
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B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Desa/kelurahan Pada 8 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Banten

o wmropon | |00 S0 onunmses
' TAHUN 2018

1 |KABUPTAEN LEBAK 0 0 _ i}
2 |KABUPATEN PANDEGLANG 1 8 0 8
3 [KABUPATEN SERANG 5 LY} 1 a1
4 |KOTASERANG 2 15 1 14
5 |KOTACILEGON 0 0 0
6 |KABUPATEN TANGERANG 1 7 0 7
7 |KOTATANGERANG : H 0 0
8 {KOTATANGERANG SELATAN 0 0 H

JUMLAH n 2 70

Dikembalikan ke Kas daerah Rp. -
Sisa Rp. 21.263.650,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi APBD Mumi Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dengan Totél
Belanja daerah sebesar Rp. 72.772.000.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
42.896.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 29.876.000.000,00 pada alokasi APBD
Perubahan Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten mengalami .penambahan pada Belanja Tidak
langsung sebesar Rp. 3.104.000.000,00 ( Rp. 42.896.000.000,00 menjadi Rp. 46.000.600.000,00 )
pada Belanja langsung berkurang sebesar Rp. 393.493.000,00 { Rp. 29.876.000.000,00 menjadi
‘Rp. 29.482.507.000,00 } atas dasar rasionalisasi anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 (dua) Program dan 17 (Tujuh belas)
Kegiatan yang tercantum dalam DPA Mumi Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program
kegiatan Bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019 sedangkan Alokasi APBD Perubahan
Inspektorat Provinsi Banten TA. 2019 pelaksanaan program kegiatan bulan Oktober 2019 samapai
dengan Desember 2019. Rincian alokasi pengunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Alokasi Penggunaan Dana APBD Perubahan Belanja Langsung Tahun 2019

M
e =
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No.

KEGIATAN

BELANJA TIDAK LANGSLUNG

PAGU
ANGGARAN

(Rp.)

e =
46.000.000.000

1|Gaji dan Tunjangan Pegawai

9.274.160.598

Tambahan Penghasilan PNS

36.725.839.402

1|Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca 22.288.000
Aset

2|Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan §7.865.000

3|Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.424.845.500

4|Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.623.990.500

5!Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.600.378.200

6

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor

4.580:267.000

7|Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar

1.200.000.000

Daerah
8|Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur 209.126.500
Pengawasan
9|Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi 301.478.000
Banten
10{Pengawasan Internal Bidang Pendapatan 7.125.293.000

1

—

Pengawasan Intemal Bidang Belanja Modal dan
Barang Milik Daerah

1.922.895.800

2.335.990.000

12|Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah -
dan Pengendalian Kepegawaian Daerah
13|Pengawasan Interal Bidang Belanja Barang dan Jasa|  2.167.527.300

dan Bantuan Keuangan Daerah

14 |Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan
Korupsi dilingkungan Provinsi Banten

1.549.772.200

15{Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 175.690.000
BPK-RI, BPKP dan Itjien kementerian

16|Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50.700.000

17|Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan 106.500.000

Perpustakaan

W
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Realisasi anggaran pada akhir tahun 2019 pada Belanja Tidak langsung dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 42.622.351.381,00 mencapai 81.57 % dari Rp. 52.261.150.000,00
dengan pencapaian realisasi fisik 93.67%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

—W
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Tabel.
2.2
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PERIODE BULAN OKTOBER S.D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019
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PAGU REALISASI
SISA ANGGARAN
No. KEGIATAN ANGGARAN | ANGGARAN REALISASI) ey
FISIK(% )
(Rp} %
' A BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.000.000.000 | 30.853.323.641| 86,64 | 6.46.676.369 ) 1336 86,64
1|Gaj dan Tunjangan Pegawai S.274.160598 |  7.030.532.202 | 7590 | 2234628306 2410
l 2[Tambahan Penghasien PNS $TBBIA2| 2813791349 | 8035 3912048.083 | 10,65
B RS ey ol el o0 s
1|Panyusunan Laporan Kinetja Keuangan dan Neraca 22.208.000 22.268.000 | 100,00 100,00
I Aset
2{Perencanazn Evaluas! dan Pelaporan 87.865.000 79.182.800: 90,12 88822001 988 98,00
I 3{Panyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3424845500 28670322951 8371,  SSTRI3A6| 1629 97,50
41Peningkatan Kepasitas Aparatur 1623080500 1.126.821.457 68,39 497.469.185 } 30,61 20,00
G{Pemetharagn Sarana dan Prasarana Kantor 2600.378.200| 2178657414 83,78 214720789 | 16,22 95,00
I 6{Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor 4.580.267.000| 4390438713 | 95,66 1806202871 414 100,00
7|Rapat Koordinasi dan Konsullasi kedalam dan luar 1.200.000.000(  1.160.800.250 [ 96,74 30000750 326 100,00
' Daerah
8| Penyusunan Kebjakar Sistem dan Prosedur 209.126.500 208226500 | 99,57 900.000 [ 043 100,06
. Pengawasan
9|Evaluasi Hast Pembinaan dan Pengawasan Provinsi 209,378,000 20.511.8001 77,00 £6.866.200 | 23,00 9200
Banten
l 40/Pengawasan Intemal Bidang Pendapatan 7125293000 | 5.902457.200| 6284 | 1.222.835.800) 17,16 95,00
11{Pengawasan Intemal Bidang Belanja Modal dan 1922895800 |  1.380409.3001 71,78  542486.500 | 28,21 88,00
I Barang Milk Daereh
_ 12|Pengawasan Perencanaan Fembangunan Daerah 2.335.590.000 |  1487.004.000| 63,66 848.986.000 ¢ 36,34 8200
dan Pangendalian Kepegawaian Daerah ,
l 13|Pengawasan Inemal Bidang Belanja Barang dan Jasa| ~ 2167.527.300  1.286.486.400 | 59,81 671.060.800 | 40,19 82,00
dan Bantuan Keuangan Daerah
14| Pelasanaan Pencegahan dan pembarantasan 15407722001 121112133 833 258.660.067 | 16,69 50,00
l Korupsi difngkungan Provinsi Banten
15|Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasll Pemeriksaan 175,690,000 110.522.400 | 6291 65.167.600 [ 37,09 85,00
BPK-RI, BFKP dan Itien kementerian
l 16{Penyedaan Daia Pembangunan Sektoral 50.700.000 45,449,000 | 8964 5254000 | 10,36 98,00
17|Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan 106.500.000 104760000 B3 1740000 163 100,00
. Perpustakaan - '




a. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada beianja tidak langsung dan belanja langsung

inspekforat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan

ketentuan yang berlaku, akan tetapi ada permasalahan hampir semua kegiatan yang realisasi fisik ada 1

kegiatan mencapal 100 % dan 16 kegiatan diatas 82 % untuk Realisasi keuangan tidak mencapai 100%

dikarenakan ada beberapa factor permasalahan yang ada yang akan diuraikan dibawah ini untuk menjadi

hahan evaluasi pada perencanaan program kegiatan di tahun mendatang, permasalahan tersebut antara lain :

A.

Belanja Tidak Langsung:

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan keuangan pada
Beianja Tidak langsung sebagai berikut : '

Gaji dan Tunjangan dengan progress fisik 86.64% dan Keuangan 75.90 % target 100% sisa keuangan
24.10 % disebabkan adanya sisa acres anggaran dan kekosongan Pejabat Eselon Hl , 1 orang dan
Eselon iV 1 orang.

Tambahan penghasilan PNS dengan progress fisik 86.64 % dan Keuangan 89.35 % target 100% sisa
ketangan 10.65 % disebabkan adanya sisa acres anggaran dan kekosongan Pejabat Eselon Ill , 1 orang
dan Eselon IV 1 orang.

Belanja Langsung :

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan keuangan pada
Belanja Langsung sebagai berikut : '

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Ketangan dan Neraca Aset dengan progress fisik 100% dan
Keuangan 100% target 100% sisa keuangan 0% .

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor dengan progress fisik 100% dan Keuangan 95.86 %
target 100% sisa keuangan 4.14 % disebabkan adanya Efesiensi Kontrak dan Efesiensi Nilai barang dan
Jasé.

Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor dengan progress fisik 95 % dan Keuangan 83.78 %
target 100% sisa keuangan 16.22 % disebabkan adanya efesiensi kontrak dan efesiensi nitai barang dan
jasa. disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan. |

Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur dengan progress fisikk 80 % dan Keuangan 69.39 % target
100% sisa keuangan 30.61 % disebabkan adanya kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa
dilaksanakan karena tidak cukup waktu bersamaan dengan jadwal pengawasan.

L . R
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5. Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran dengan progress fisik 97.50 % dan Keuangan 83.71% _
target 100% sisa keuangan 16.29 % disebabkan adanya efesiensi kontrak dan efesiensi nilai barang dan
jasa serta adanya penyesuaian kebutuhan biaya rutin kantor.

6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah dengan progress fisik 100% dan Keuangan
96.74 % target 100% sisa keuangan 3.26 % disebabkan penyerapan perjalanan dinas dalam daerah
tidak terserap secara maksimal karena sesuai dengan kebutuhan.

7. Kegiatan Perencanaan , evaluasi dan pelaporan dengan progress fisik 98 % dan Keuangan 90.12 %
target 100% sisa keuangan 9.88 % disebabkan adanya efesiensi kontrak dan efesiensi nilai barang dan
jasa.

8. Kegiatan Data Pembangungan Sektoral dengan progress fisik 98 % dan Keuangan 89.64 % target 100%
sisa keuangan 10.36 % disebabkan adanya efesiensi konfrak barang dan jasa dan Narasumber.

9. Kegiatan Peningkatan Pengelclaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan progress fisik 100%
dan Keuangan 98.37 % térget 100% sisa keuangan 1.63 % adanya efesiensi kontrak.

10. Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan progress fisik 100 % dan
Keuangan 99.57 % target 100% sisa keuangan 0.43 % disebabkan adanya efesiensi konfrak dan
efesiensi nilai barang dan jasa.

11. Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi Banten dengan progress fisik 92 % dan
Keuangan 77.00 % Target 100% sisa keuangan 23.00 % disebabkan adanya kegiatan yang tidak
laksanakan disesuaikan dengan jadwal pusat untuk kegiatan Saber pungli.

12. Kegiatan Pengawasan Intemal Bidang Pendapatan dengan progress fisik 95 % dan Keuangan 82.84 %
target 100% sisa keuangan 17.16 % disebabkan adanya efesiensi Honorarium Narasumber dan
perjalanan dinas dalam daerah karena adanya pelaksanaan pengawasan diluar PKPT.

13. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah dengan progress fisik 88
% dan Keuangan 71.79 % target 100% sisa keuangan 28.21 % disebabkan adanya efesiensi Perjalanan

dinas dan Penginapan serta Narasumber dari pelaksanaan pengawasan. '

14. Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan
daerah dengan progress fisik 82 % dan Keuangan 53.81 % target 100% sisa keuangan 40.19 %
disebabkan adanya pengeluaran anggaran disesualkan dengan adanya kasus-kasus yang masuk di
Inspektorat.dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelaksanaan pengawasan diluar PKPT,

15. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian
Kepegawaian Daerah dengan progress fisikk 82 % dan Keuangan 63.66 % target 100% sisa keuangan
36.24 % disebabkan adanya efesiensi Honorarium Narasumber, Perjalanan dinas pengawasan dalam
penanganan ATT.yang disesuaikan dengan pelaksanaan pengawasan.

16. Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan [tien Kementerian
dengan progress fisik 85 % dan Keuangan 62.91 % target 100% sisa keuangan 37.09 % disebabkan
adanya efesiensi Kontrak dan perjalanan dinas yang tidak terserap.

e e ]
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17. Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten dengan
progress fisik 90 % dan Keuangan 83.31 % Target 100% sisa keuangan 16.69 % disebabkan adanya
efesiensi kontrak dan perjalanan dinas yang fidak terserap serta Belanja barang dan Jasa.

Perbandingan belanja operasi dan belanja modal pada Belanja Langsung seperti
tercantum dalam tabel berikut;

APBD Perubahan APBD Realisasi TA, 2019
(Rp) {Rp}

Belanja

28.167.000.000 24.804.340.000 16.988.612.222
1.709.000.000 4.580.267.000 3.534.013.463

Belanja Operasi

Belanja Modal 77.16

Indikator pencapaian target kinerja untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a)

optimalisasi capaian kinerja oufput pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang
dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang (in
monetary term) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
sebesar Rp. 29.876.000.000,00 dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.
29.484.607.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.522.625.685,00 atau 69.60% dengan

rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
daerah yang memberi manfaat jangka pendek.Belanja operasi di inspektorat Provinsi
Banten APBD TA. 2019 antara lain meliputi belanja pegawai dan belanja barang sebesar
Rp 28.167.000.000,00 dan Perubahan APBD TA. sebesar Rp. 24.904.340.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 16.988.612.222,00 atau 82.78 %;

2. Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan unfuk perolehan aset dengan manfaat
lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana perherintahan
ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp 1.709.000.000,00 dan Perubahan APBD TA.
2019 sebesar Rp. 4.580.267.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.534.013.463,00
atau 77.16%.

I —
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3.4

3.5

EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang
dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan
atau kegagalan pencapaian kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar
organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang
dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang

- sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di

masa yang akan datang. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat
Provinsi Banten tahun 2019 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian
indikator kinerja yang mencapai target.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan fentunya terdapat kendala dan hambatan
yang harus dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Masalah umum yang dihadapi
Inspektorat Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai
berikut : |

1. Adanya pelaksanaan tugas pengawasan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) sehingga jadwal pelaksanaan fugas yang sudah di rencanakan terhambat, hal ini
berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan dan pemeriksaan.

2. Kurang kooperatifnya SKPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hal
ini berdampak pada masih banyaknya temuan-temuan hasil pemeriksaan yang belum
ditindaklanjuti.

3. Keterlambatan dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, hal ini disebabkan
adanya keterlambatan SKPD dalam menyampaikan SPJ kegiatan yang akan diperiksa,
begitu pula dengan konfirmasi Naskah Hasil Pemeriksaan.

4. Banyaknya laporan kasus pengaduan masyarakat, namun tidak didukung dengan
anggaran yang memadai. Hal ini berakibat tidak fertanganinya seluruh kasus-kasus
pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat.

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia {SDM) Aparatur dibidang pengawasan khususnya
tenaga Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
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Untuk mengatasi permasalahan diatas, upaya-upaya pemecahan yang dilakukan adalah
sebagai berikut ;

1. Penyusunan program kerja pengawasan harus disesuaikan dengan tugas pengawasan -
di luar PKPT, sehingga jadwal pengawasan fidak terganggu, Hal ini hasil evaluasi
kegiatan pengawasan sebelumnya.

2. Untuk mengatasi belum optimalnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh
SKPD, Inspektorat telah membuat surat edaran maupun teguran kepada SKPD, dan
melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD ferkait penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan. .

3. Untuk mengatasi keterlambatan dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, dapat
diatasi dengan meningkatkan koordinasi pada saat penyampaian SPT pemeriksaan
kepada SKPD dengan penekanan agar PPTK dapat kooperatif dengan tim pemeriksa.

4. Peningkatan/ penambahan anggaran untuk penanganan kasus-kasus pengaduan
masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banyaknya kasus-kasus
pengaduan masyarakat yang belum ditangani.

5. Untuk mengatasi keferbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dibidang
pengawasan, diupayakan melalui penambahan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) untuk formasi tenaga Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan memberikan
kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompeten untuk mengisi
kekurangan tenaga Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sesuai dengan yang dipersyaratkan.
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BAB. 1V
PENUTUP

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) inspektorat Provinsi Banten
Tahun 2019 telsh menyampaikan laporan yang ferkait dengan akuntabilitas kinerja Instansi
pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya
roda pemerintahan pada pelaksanaan pembangunan dengan menerapkan regulasi sebagai dasar
kinerja dalam mengawasi semua pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten. Laporan ini
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian hasil kinerja di bidang pembinaan
dan pengawasan. yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten
dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan, Disadari bahwa laporan ini belum secara
sempuma menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun
setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran
tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019.

Berbagai upaya telah dilakukan Inspektorat Provinsi Banten sebagai salah safu perangkat

_ daerah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada

kebutuhan masyarakat, Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun
setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap
akan dilakukan melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien,
ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabifitas, penerapan sistem
pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan
pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam Llpaya tersebut, maka pada fahun
mendatang inspektorat Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah koordinasi pembinaan
dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai

kebijakan yang terkait dengan pembangunan di bidang pembinaan dan pengawasan.

Kiranya LAKIP Inspekiorat Provinsi Banten Tahuh 2019 ini dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja bagi Lembaga Teknis Inspektorat Provinsi Banten, LAKIP ini diharapkan dapat
menjadi salah satu kontribusi penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerfja
(Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan
Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa yang akan datang.

__—Mwu-——————“—"—“
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Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi
Banten tahun 2019 dapat tersusun dengan baik dan semoga dapat memberikan gambaran dan
harapan bagi kita semua untuk memajukan pembangunan di Provinsi Banten khususnya bidang

pembinaan dan pengawasan.

Serang, Januari 2020

Provinsi Banten

~

w
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ____________

Lakip Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 81




PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

w
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RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT)
KEGIATAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN
NO NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR TARGET NAMA PAGU ANGGARAN BOBOT
KINERJIA | KELOMPOK LOKASI
A, |BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.896.000.000,00 100
1 Tahun Aparatur Serang 6.232.135.756,00 14,53
1 Gaji dan Tunjangan pegawal Anggaran  |Inspektorat
1 Tahun Aparatur Serang 36.663.864.244,00 85,47
2 Tambahan penghasilan PNS Anggaran  |Inspektorat
29.876.000.000,00
B. |BELANJA LANGSUNG
1|Parencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 160% Aparatur Provinsi 413.815.000,00] 0,38
Inspektorat Banten ]
1 Penyusunan Laporan evaluasi Program 18 Dok Serang 5.695.000,00 | 5,00
dan Kegiatan
2 Penyusunan Perencanaan Program dan 6 Dok Serang 108.120.000,00 0,36
Kegiatan Tahunan
zlPenyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan 100%  |Aparatur 37.148.000,00 | 0,12
Neraca Aset Inspektorat
1 Penyusunan Dokumen Laporan keuangan 4 dok Serang 27.764.000,00 | 0,09
2 Penyusunan Laporan Dokumen Perpjakan 1 Dok Serang 9.384.000,00 | 0,03
3 Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran . 9,97
y g dan Jasa peria 100% | oPert 2.980.000.000,00
inspektorat
1 Operasional Kantor tidak tetap 25 orang Serang 547.400000,00 | 1,83
2 Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan Serang 685.324.200,00 | 2,28
3 Penyediaan Operasicnal Jasa Kantor 12 bulan Serang £98.260.000,00 2,34
4 Penyediaan bahan Cetak 12 bulan Serang 87.783.800,00 | 029
5 Penyadiaan BBM. 19R4114R2 ' Serang 361.692.000,00 | 1,21
6 Penyediaan makan dan Minum kanior 12 bulan Serang 599.520.000,00 2,01
4|Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% Aparatur 1.709.000.000,00 5,72
- inspektorat
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 5 paket, 41 1709.000.000,00 | 5,72
Unit Serang
5|Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 100%  [Aparatur 1.373.800.000,00 | 4,60
Inspektorat
1 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan Serang 470.980.000,00 | 1,58
Kantor ’
2 Perawatan dan pemeliharaan Kendaraan 19 R4 dan 14 Serang 703.120.000,00 2,35
Bermator Roda 4 (Empat) dan 2 {Dua) R2
3 pemelinaraan Gedung Kantor, Jasa Kebersihan 4770m2 Serang 199.700.000,00 | 0,67
Gedung dan Halaman Kantor Inspektorat
Provinsi Banten
6|Peningkatan Kapasitas Aparatur 100%  [Aparatur 1.101.175.500,00 | 3,69
. Inspektorat
1 Peningkatan Kopetensi Aparatur 143 orang Provins! 1.101.175.500,00 | 3,69
Banten dan
luar Provinsi
7|Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan 100%  |Aparatur 800.000.000,00 | 2,68
Keluar daerah Inspektorat
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 12 Bulan Provinsi 156.095.000,00 | 0,52
Banten




SASARAN
NO NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR TARGET NAMA PAGU ANGGARAN BOBOT
KINERJA KELOMPOK LOKASL
ja Per] 12 Bulan Luar §43.905.000,00 | 2,
Provinsi
8|peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan 100%  Aparatur 540.000.000,00 | 1,81
Pelayanan Perpustakaan ' Inspektorat
1 Tatakelola Arsip 12 Bln Serang 540.000.000,00 1,81
S{Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 100% Publik 60.700.000,00 | 0,20
1 Penyusunan profil kinerja pragram perangkat 4 Triwulan Serang 19.140.000,00 | 0,06
daerah
2 pengelolaan Website Pemerintah daerah 12 Bin Serang 20.780.000,00 | 0,07
3 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 4 Triwulan Serang 20.780.000,00 { 0,07
(PPID}
10 Peny an Kebijakan Sistem dan Prosed QPDP 010
usun ijakan Sis an Prosedur . rov
Pengawasan 100% dan Kab/Kota 2()9.126.500,00
1. Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan 1 Pergub Serang 136.926.500,00 | 0,46
Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2020 Jakwas 2020
2 Penyusunan Peraturan Bidang Pembinaan dan 4 Dok Serang 72.200.000,00 | 0,24
Pengawasan lainnya
11!Evaluasi Hasili Pembinaan dan Pengawasan OPDP 1,00
Provinsi Banten 8 rov
100% dan KebfKota 298.378.000,00
1 Penyusunan fkhiisar Laporan Hasit Pembinaan 3keg Provinsi 9.500.000,00 0,03
dan Pengawasan semester dan Tahunan Banten
Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
2 Penyusunan usufan daftar Obyek Pemeriksaan 2 Dok Provinsi 16.800.000,00 | 0,06
Tahunan (DOPT) Tahun 2017 danUKPT Banten
Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2018
3 Reakorwasda antara Inspekiorai Provinsi Banten 1keg Luar 52.954.000,00 | 0,18
dengan Inspekiarat Kab/kota se-Provinsi Provinsi
Banten dan seluruh SKPD Provinsi Banten
4 Rapat Koordinasi {Sarasehan) antara ' 1keg Luar 25.458.000,00 { 0,09
" inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Provinsi
Kab/Kota se-Provinsi Banten
5 Rapat Pemutahiran Data Hasll pemerksaan 14 1 keg Luar 37.748.000,00 | 0,43
ljen Kementerian Provinsi
& Rapat Pimpinan evaluasi hasit pengawasan 4 keg Provinsi 113.520.000,00 1 0,38
Tahun 2019 Banten .
7 Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional 1 keg Luar 43.398.000,00| 0,15
{Rakorwasnas) antara inspektorat Provinsi Provinsi
Banten dengan liien Kementerian
12|Pengawasan Internal Bidang Pendapatan OPD Prov 36,14
100% 10,798.492.000,00
dan Kab/kota
1 Monitoring dan evaluasi Laporan 43 dok Provinsi 477.410.000,00 1,60
keuangan OPD Pemerintah Provinsi Banten
Banten Tahun Anggaran 2018 _
2 Reviu Laporan keuangan (LKPD) Provinsi 1 dok Provinsi 298.560.000,00 1,00
Banten Tahun Anggaran 2018 Banten )




SASARAN
I NG NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR TARGET NAMA PAGU ANGGARAN BOBOT
KINERJA KELOMPOK LOKASI|
I Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA) 1 Dok Provinsi B 18 .1.0,0 )
Tahun Anggaran 2020 Banten
4 Reviu Renja Kerja dan Anggaran 1 Dok Provinsi 169.051.000,00 0,57
Perubahan {RKAP } Tahun Anggaran 2019 Banten
5 Monitaring dan Evaluasi Kas opname TA 1 Dok Provinsi 135.875.000,00 0,45
l 2018 Banten
6 Pemeriksaan Operasional/Kinerja BLUD 8 Dokumen Provinsi 207.941,000,00 | 0,70
Banten
I 7 Pemeriksaan Operasional/Kinerja 24 Dokumen Provinsi 910.817.000,00 | 3,05
Pengelolaan Pendapatan (pajak daerah Banten
dan retribusi)
l 10 Monitering dan Evaluasi Penyelenggaraan 8 Dok Provinsi 117.722.000,00 0,38
SPIP SKPD Banten
11 Audit Dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan 3 dok Provinsi 610.221.000,00 2,04
l Pengaduan Masyarakat ) Banten
12 Pemantauan dan Tindaklanjut Hasil 4 Dok Provinsi 167.296.000,00 | 0,56
pengawasam Banten
. 13 Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan 12 Dok Provinsi 7.522,527.000,00 [ 25,18
daerah Banten
13;Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan ' 8,01
Barang Milikk Daerah 0 OPD Prov 384.59
l 100% dan Kab/Kota 2,391.590,000,00
1 Audit BMID Akhir Tahun Anggaran 2018 12LHP Provinsi 277.450.000,00 0,93
I pada OPD Provinsi Banten Banten
2 Reviu penyerapan anggaran {PA) 1LHR Provinsi 51.850.000,00 0,17
Pengadaan barang/lasa (PBJ) TW.4 tahun Banten
I 2018
3 Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 12 LHP Provinsi 110.540.000,00 0,37
Tahun 2018 Tahap ! Banten
l 4 Reviu penyerapan anggaran (PA) 1LHR : Provinsi 50.850.000,00 0,17
Pengadaan barang/Jasa (PBJ) TW.1 tahun Banten
I 2019
& pengawasan Aset kendaraan Dinas 33lap Provinsi 168.750.000,00 0,56
Banten
l & Monitoring Tindaklanjut Hasil pengawasan] 4 LHTL Provinsi 59.550.000,60 | 0,20
' inspektarat Provinsi Banten { OPD Provinsi Banten
)
l 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 20 LHP Provinsi 134.000.000,00 | 0,45
barang Milik Daerah (BMD) tahun 2018 Banten
8 Probity Audit Pengadaan barang dan Jasa 12LHP Provinsi 114.800.000,00 ! 0,38
l (Belanja Modal ) Tahun 2019 Tahap i Banten
8 Reviu penyerapan anggaran (PA) 1LHR Provinsj 46.100.000,00 0,15
' Pengadaan barang/lasa (PB}) TW.II tahun Banten ’
2019
10 Audit Belanja Modal Tahap I TA 2019 pada 12 LHP Provinsi 344.600.000,00 1,15
OPD Provinsi Banten Banten
11 Pemeriksaan Inspektorat kab/kota 2LHP Provinsi 60,300.000,00 | 0,20
l Banten




SASARAN

NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR

TARGET
KINERIA

NAMA

PAGU ANGGARAN
KELOMPOK

2 Pemantauan Tindak Lanjut asd

Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten
Pada OPD Kab/kota

13 Reviu Penyerapan anggaran (PA) 1LHR Provinsi
Pengadaan barang/jasg (PB TW.II tahun Banten
2019

14 Probity Audir Pengadaan barang dan Jasa (| 12LHP Provinsi
Belanja Modaf ) Tahun 2019 Tahap il Banten

15 Audit Belanja Modal Tahap Il TA 2015

22LHP Provinsi
Banten

12LHP Provinsi
Bantan

Provinsi
Banten

51.950.000,00

114.850.000,00 ﬁ
147.500.000,00 ﬁ

416.900.000,00

241.640.000,00 “

pada OPD Provinsi Banten

16 Audit Dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan
Pengaduan Masyarakat

883
100% d;;ig;;("o"ia 2.637.500.000,00
Provinsi 230.056.000,00 0,77
Banten

1 Pemeriksaan Akhir Tahun Atas Belanja 12 LHP
Barang/tasa Tahun Anggaran 2018 pada
OFD Provinsi Banten
2 Pemeriksaan Reguler Atas Belanja 24 HP .
Provinsi 12.030.000,00 '
Banten
12 LHP Provinsi 160.116.000,00
Banten
4 Lap Provinsi 34.480.000,00
Banten
4LHP Provinsi 475.816.000,00
Banten
Pemeriksaan Bantuan Keuangan 6 LHP Pravinsi 320.820.000,00 1,07
Pemerintah Provinsi Banten kepada Banten
Kab/Kota TA 2018
8 Pemertksaan Dang Bantuan Operasional 8LHP Provinsi
Sekofah (BOS) dan BOSDA TA 2019 pada g Banten
Kab/Kota .
9 Monev Stok Opname 1LHP

Provinsi
Banten

365.532.000,00
Barang/iasa Dilingkungan Opp

Pemerintah Provinsi Banten TA 2019

Pemeriksaan Atas Belanja Hibah dan
Bansos TA 2019

5 Peningkatan Penyelenggaraan spip

Monitoring Pengelolaan Da
2019

na Desa TA

427.760.000,00 1,43

Provinsi 112.732.000,00
Banten
42 | HP Provinsi 38.832,000,00
Banten
Provinsi 232,696.000,00 0,78
Banten
42 Lap Provinsi 226.630.000,00
Banten

10,75
OPD Prov

{Barang Persediaan

tahun akhir 2019)

10 Monev Stok Opname {Barang Persediaan)
per 31 Desember 2018

11 Audit Tujuan tertenty

12 Konsultasj Eksternat Permintaan saran
Inspektorat/trban |1 kepada
Kementerian/Lembaga ?BPK/BPKP dif

15|Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan
Pembangunan Dagrah dan Pengendalian

dan Kab/Koia 3.211.775.000,00

1 Evaluasi Pengujian /penilaian atas
NSPK/Kinerja Pelayanan Publik/spp
Tahun Anggaran 2019

Provinsi
Banten




%

S
4
SASARAN
l NO NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR TARGET NAMA PAGU ANGGARAN BOBOT
KINERJA KELOMPOK LOKASI
l Pengawasan atas Administrasi Umum dan Provinsi 568.100.000,00
Substantif Urusan Pemerintahan Tahun Banten
' Anggaran 2019 {Urusan Wajib/Pilihan)
3 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten 1 LHE Provinsi 64.000.000,00 0,24
Tahun 2013 Banten
' 4 Reviu LAKIP Provinsi Banten Tahun 2018 1 LAP Provinsi 72.400.000,00 0,24
Banten
5 Evaluasi LAKIP - OPD se-Provinsi Banten 4LHE Provinsi 169.900.000,00 0,57
2018 Banten
6 Evaluasi LPPD KAB/KOTA-se-Provinsi 8 LHE Provinsi 628.600.000,00 | 2,0
l Banten 2018 Banten :
7 Evaluasi SAKIP KAB/KQOTA se-Provinsi 2LAP Provinsi 209.200.000,00 0,70
Banten 2018 Banten
l 8 Pengawasan Masa Akhir Jabatan 2LHP Provinst 343.625.000,00 1,15
Bupati/Walikota (Kab. Lebak, dan Kota Banten
Tangerang)
' - 9 Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1LAP Provinsi 48.100.000,00 0,16
(RKPD) Tahun Anggaran 2019 . Banten
10 Reviu Rencana Kerja { Renja OPD ) Tahun 4 LAP Provinsi 51.900.000,00 0,17
I Anggaran 2020 Banten
11 Audit Tujuan Tertentu 4 LHA Provinsi .32.600.000,00 | 0,11
' Banten
B 12 Audit Manajemen Kepegawaian 4 LHA Provinsi 63.200.000,00 0,21
Banten
I B 13 Audit atas Pengaduan masyarakat 28 LHA Provinsi 349.600.000,00 1,17
Banten
14 Monitoring Tindak Lanjut Laparan Hasil 4| HP Provinsi 121.400.000,00 0,41
I pengawasan Irban |V ' Banten
15 Rekam lejak bagi ASN yang akan 2lap Provinsi 31.500.000,00 0,11
menduduki jabatan Banten
l 16 Monitoring dan evaluasi LHKPN 1tap Provinsi 21.500.000,00 | 0,07
Banten
17 Audit Kinerja 1lap Provinsl 184.800.000,00 | 0,62
) Banten
18 Lokakarya Pengawasan Urusan 2lap Provinsi 123.600.000,00 | 0,4
Pemerintahan di daerah Provinsi Banten Banten
dan 8 kab/kota se-Pravinsi Banten
I e 19 Pelatihan kantor Sendiri {PKS} 5Keg Provinsi 34.050.000,00 0,11
: Banten
16{Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil : OPD Pro 135.690.000,00 | 045
l Pengawasan BPK-RE, BPKP dan [tjen 100% dan Kab /Kvt
Kementerian . an Rabihola
1 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil 100 LHP Provinsi 18.950.000,00 0,06
l Pengawasan BPK-RI. Banten
2 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil 70 LHP Provinsi 75.194.000,00 0,25
I Pengawasan tjen Kementerian . Banten




SASARAN
NOQ NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR TARGET NAMA PAGU ANGGARAN BOBOT
KINERJIA | KELOMPOK LOKAS!
3 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil T Provinsi T 1.54.0,00 “
Pengawasan BPKP. Banten
17 Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan 100 OPD Prov 1.476.810.000,00 494
Korupsi dilingkungan Provinsi Banten * | dan Kab/Kota T
1 Pelaksanaan Pameran anti korupsi tingkat 1 Keg Luar 22.500.000,00 | 0,08
Nasional Provinsi
B 2 Pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalias 2 Keg Provinsi 51.020.000,60 0,17
Gratifixasi (UPG) Provinsi Banten Banten
3 Pelaksanaan kegiatan Tim saber pungli 4 Keg Provinsi 714.014.000,00 2,39
Provinsi Banten tahun 2019 Banten
4 Pelaksanaan kegiatan Rencana aksi PPK 4 Keg Provinsi 76.775.000,00 | 0,26
Daerah Provinsi Banten Banten
5 Pelaksanaan Kegiatan Komite Integritas 4 Keg Provinsi 612.501.000,00 | 2,05
Provinsi Banten Banten

Serang, lanuari 2019
INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

©o 7 Drs. H.E. KUSMAYADI M.Si
NIP 19610323 1989031009




PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) o
'INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN | |

TAHUN ANGGARAN 2019 |
~ PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
| TAHUN 2019 -




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 |

Dala:ﬁrangka mewuj j ‘
T ) judkan manajemen pemerintat i
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di £:£a¥1a%% N fekdl ransparan dan akuntable serta

Nama : Drs.rE. Kusmayadi, M.Si

Jabatan - INSPEKTUR PROVINS| BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama o WAHIDIN HALIV : - a \
. . ’f
Jabatan : GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selarjulnya disebut pihak kedue

Pinak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kineirja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Jawab o ;,f
kami, ' ' ' :

rta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

ng diperlukan se '
Gndake erlukan dalam rangka pemberian penghargaan

Pihak-kedua akan melakukan supervisi ¥ ;
indakan yang dip

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil t
dan sanksi.

. SERANG, ___ Januarl 2019

:ﬂﬁﬁz“}%ﬁh‘ﬂ . g
fhak Keuua, " S 21 Pertama,
TRNEE

. KusmaYadl, M.Si
589031009




SATUAN KERJA :  Inspektorat Provins!

Pregram Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintatian Daerah

Renfa-F
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2 _ 3 4 ' 5
Tercapainya Peningkatan Klnerja Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinst Nilal 75
Penyslenggaraan Pemerintahan Banten
Tercapainya Manfngkatnya Akuntabllitas Kinerja | Capaian Maturitas SPIP Nilai 3
Pembangunan Daserah -
Urusan / Program Anggaran
Pengawasan 29,876.000.000,00
Program Tata Kelola Pemerintahan . 8,715.838,500,00

21,160,361.500,00

Total Jurnlah Anggaran : Rp. 26.876,000.000,00

=i Banten

smayadl} M.Si

NIP; 196103251986031009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2 ) 3 4. &
Program Pambinaan dan Pengawasan Capalan Nilal Saklp % 75.0
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah )
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 21.160.361.500,00

D4, E, Kusmayadl, M.Si

" NIP:

6T63231080031008

Inspektui Pembantu Wilayah IV

Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si

NIP: 196602261084031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transbaran dan akuntable serta
berorientasl pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama i Yan Jungjung, ST, MPA

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH it

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama , : Drs. E, Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pthak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnyé sasuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai targeét kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadt tanggung jawab
kami. .

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambi! tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

SERANG, __ Januari 2019
ihak-Kédua, . Pihak Pertama,

P

Kusmayadi, M.Si " Yan Jungjung, ST, MPA
31989031009 ' NIP: 196601121996031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Kukuh suharso, M.Si

Jabatan ! INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
lanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.SI

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

ku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanfian inl,

angka mencapai target kinerja jangka menengah sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen
canaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

dua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

lari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
ksi, :

SERANG, __ Januarl 2019

ak Kedua, ) Pihak Pertama,

9%

lusmayadl, M.Si Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si
31989031009 - NIP: 196602261 994031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : ‘

Nama : Dicky Hardiana, 5.Sos, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - . Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINS| BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjuinya disebut plhak ked_ua

Pihak Pertama berfanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian Inl,
dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kaml.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap bapalan

Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi. '

SERANG, __ Januari 2019
Pihak Pertama,

, S.Sos, M.S1
NIP: 196909261990031003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET
2 3 4 5
Program Pembinaan dan Pengawasan | Indeks integritas poln 74.48 -

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ucBrovins! Banten

“

Drd. E. Kusmayadl, M.S!

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp,

21,160,361.500,00

Inspekidr Pembantu Wilayah I

Dicky Hargfana,

-S0s, M.Si

NIPR{96103231989031009

NIP: 19§300261990031003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen’ pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasll, yang bertanda tangan di bawah ini : ' :

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : PLTINSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH |

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama -~ . Drs. E. KusmayadI, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI| BANTEN

selaku atasan plhak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual tampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terha_dap'capai'an
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi. : ' ‘

SERANG, __ Januari 2019

Hifak Kedua, . Pihak Pertama,

~ =

N Kusmayadi, M.Si Drs. Sugiyono, MM .

1989031009 ’ NIP: 196309051985021001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
.2 3 4 5
Program Pemblnaan dan Pengawasan Capalan Leveling Maturitas SPIP nilai 3.0

penyalenggaraan Pemerintahan Daerah

[ispgktur Frovlnsi Banten

Drd. E. Kusmayad], 'M.Si

NIP3ag103231989031009

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp,

| 21,160,361,500,00

PLT inspakiur Pembantu Wilayah |

———————————

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196308051985021001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 1 Drs, Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama _ : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan . INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berfanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembetian penghargaan
dan sanksli. :

SERANG, _ . Januari 2019
k-Kedua, . Plhak Pertama,

Kusmayadi, M.Si Drs. Sugiyono, MM
61 31, 89031009 : NIP: 196309051985021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

7 PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2 3 _ 4
Program Tata Kelola Pemerintahan Nilal IKM Skala (1-4) ‘ 3.0

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.  8.715.638.500,00

nspefiur Provinsi Banten

Jlr

v{E. Kusmayadi, .51

Drs. Suglyono, MM

NIP; 196309051985021001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Ach, Furqoon, S.Sos, M.Si

Jabatan . PLT. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjan]i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapal target kineria jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi

SERANG, ___ Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
— .

Drs. Sugivono, MM Ach. Furqoon, S$.Sos, M.Si

NIP: 196309051985021001 . ' NIP: 196912111992031007




&

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KEGIATAN

A ———

2

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
o2 3 4 5
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Paket 5.0
Tersedlanya Kendaraan Oparasidnal Roda 4 Unit 1.0
Tersedlanya Laptop unit 4.0
Tersedlanya Printer Unit 6.0
Tersedianya Peralatan Kantor Unit 10.0
Pemasliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan bulan 12,0
perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas bulan 120
operasional kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan gedung dan bulan 12,0
Halaman kantor : '
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Terpenuhinya Operasional kantor tidak tetap bulen 120
Tersedianya barang habis pakai bulan 12.0
Tersédlanya operasional jasa kantor bulan 12,0
Tersedianya bahan cetak butan i2.0
Tersedinya BBM bulan 12.0
Tersedianya makanan dan minuman bulan 12,0
Peningkatan Kapasltas Aparatur Terklrimnya parserta Kursus-kursus orang 16.0
Singkat/Pelatihan
Terkinmnya persarta Diklat Fungslonal Teknis orang 90.0
Subtantif
Terkirimnya perserta sertifikasl jabatan arang 31.0
fungsional
Terkiimnya parserta sartifikasi profesi orang 7.0
Peningkatan Pengslolaan Kearsipan dan Tertatanya arsip tidak beraturan meter linler {ml) 390.0
Pelayanan Perpustakaan
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 7.703.975.500,00
Sekretaris Plt. Kepalf\Sub Bagian Umum dan

Ach. Furqoon, §.50s, M.Si

NIP: 196812111992031007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, fransparan dan akuniable serta .
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : ' :

Nama . Drs.H. Bahrudin, M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM ,EVALUASI DAN PELAPORAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama =~ . : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan nﬁewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperii yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. .

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

SERANG, __ Januari 2019

Pihak Kedua, hak Pertama,
' T = N
Drs. Sugiyono, MM Drs.H. Bahrudin, M.Si

NIP: 196309051985021001 ' NIP: 196309111983121001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pengelolaan Barang Milk Dasrah (BMD) Tahun

2019

SATUAN TARGET
2 3 4 5
Perancanaan, Evaluast den Pelaporan Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasl dakumen 18.0
dan Pelaporan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Dokumean 6.0
dan Kegiatan Tahunan J
3 Penyediaan Dala Pembangunan Sektoral  Tersusunnya Erofile Kinerja Pragram Perangkat Laporan 2.0
Daerah ’
4 Terdaksananya Penguatan Data Dan informasi Laporan 12.0
Peambangunan Melalul Website
5 Terlaksananya Pengalolaan Informasi dan Laporan 4.0
Dokumentasi (PPID) Inspektorat
8 Pengawasan Intemal Bidang Pendapatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan LHE '43.0
OPD Pamarintah Provinsi Banten TA. 2018
7 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LHR 1.0
{LKPD) Provins! Banten TA. 2018 -
8 - Reviu Rencana Kerja dan Anggaran {RKA) 2020 LHR i0
9 Reviu Rencana Kerja den Anggaran (RKA-P} LHR 1.0
2019
10 Monltoring dan Evaluas! Kas Opname TA, 2019 LHE 8.0
11 Pemariksaan Operasional/kinerja BLUD LHP 8.0
12 Pemeriksaan Operaslonalkinetja Pangelolaan LHP 24.0
Pendapatan (Pajak Dagrah dan
Retribusi/Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)}
13 Monev Penyelenggaraan SPIP SKPD LHE 8.0
14 ‘Audit dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan LHA 3.0
Pengaduan Masyarakat
15 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan LHE 8.0
16 Satuan tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Laporan 36.0
Provinsi Banten
17 Pangawasan Internal Bidang Belanja Moedal dan Teriaksananya Audit Belanja Modal Akhir Tahun LHP 12,0
Barang Milik Dasrah Anggaran 2018 pada OPD Provinst Banten '
18 Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran LHR 1.0
{PA} dan Pengadaan Barang/ilasa (PBJ) TW
Tahun 2018 :
19 Terlaksananya Problty Audit Pengadaan Barang LHP 4.0
dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap 1 :
20 Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran LHR 1.0
(PA) dan Pengadaan Barang/dasa (PBJ) TW |
Tahun 2019
21 Terlaksananya Pangawasan Aset Kendaraan Laporan 330
Dinas
22 Teriaksananya Monjtoring Tindak Lanjut Hasli LHTL 4.0
Pengawasan-Inapaktorat Provinsi Banten (OPD
Provinsi)
.23 Terlaksananya Monitoring dar:Evaluasi . LHP 20.0




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Terlaksananya Probity Audit Pengadaan Barang
dan Jasa (Belanja-Modal) Tahun 2019 Tahap H

Terlaksananya Pemariksaan Inspektorat
Kab./Kota R

Terlaksananya Reviu Panyerapan Anggaran
(PA} dan Pengadaan Barang/Jasa {(PBJ) TW i
Tahun 2018

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Provinsi Banten (OPD
Kabupaten/Kota)

Terlakaananya Reviu Penyerapan Anggaran
(PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW Il
Tahun 2019

Teriaksananya Probity Audit Pengadaan
Barang dan Jasa (Balanja Modal) Tahun 2018
Tahap I '

Tergksananya Audit Belanja Modal Tahap Il
Tahun Anggaran 2019 pada OPD Provinsi
Bantan

Terlaksananys Audit-dengan Tujuan
Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya Audit Belanja Modal Tahap |
Tahun Anggaran 2019 pada CPD Provinsi
Banten

LHP

LHP

FHR
LHTL
LHR
LHP
LHP
LHP

LHP

4.0

2.0

1.0

2.0

1.0

4.0

12.0

8.0

120 .

Pengawasan Intemal Bidang Belanja Barang dan
Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah

Terselenggaranya Pemeriksaan akhir tahun atas
belanja baranglfjasa TA 2018 pada OPD provinsi
banten’

Terselenggaranya Permeriksaan reguler atas
belanja barang/jasa dillngkungan OPD Provinsi
banten TA 2019 tahap | dan ||

Tersalanggaranya Reviu atas dokumen Hibah
dan bansos TA 2019

Tersalenggaranya Pemeriksaan atas Belanja
bansos TA 2018

Terselenggaranya Konsultasl Exsternal
Pemmintaan Saran Inspaktorat/irban il Kepada
kementrian/Lembaga BPK/BPKP

Tarselenggaranya Monitoring pengeiolaan dana
dasa TA 2019

Terselenggaranya Pemerlksaan bantuan
keuangan pemerintah provinsi banten kepada
pamerintah kab/kota TA 2018 ( 2 tahap)

Terselenggaranya Peningkatan
Penyelanggaraan SPIP

Tersalenggaranys Pemeriksaan dana BOS TA
2019 pada 8 kab/kota (2 tahap)

Terselanggaranya Monav Stock apname
(barang persediaan } per 31 desember 2018

Terselenggaranya Audit tujuan tertentu

Terselanggaranya Morev Stok Cpname (Barang
Persediaan Tahun Akhir 2018)

LHP

LHP

LHR
LHP

Laporan

LHP

LHP

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan
Laporan

120

24,0

1.9

12.0

6.0

4.0

6.0

4.0

8.0

T 420

6.0
42.0

46

Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pengendalian Kepagawaisn Dasrah

Terlaksananya Evaluasl NSPR/Kineria
pelayanan publik / SPM TA 2019

Teraksananya Pengawasan atas administrasi
umum dan substanslurusan pemerintahan TA
2020 {urusan wajib/pilihan )

LHE

Laporan

4.0

120




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Teraksananya Evaluasi mandiri LPPD Provinsi LHE 1.0
Banten Tahun 2019
Terlaksananya Reviu Lakip Provinsi Banten faporan 1.0
Tahun 2019
Terlaksananya Evaluasi Laklp OPD Provinsi LHE 4.0
banten tahun 2019 )
Terlaksananya Evaluasl LPPD kabrkota se- LHE 8.0-
Provinsi Banten tahun 2019
Terlaksananya Evaluasi Sakip kab/kota se- Laporan 2.0
Provingi Banten tahun 2019
Tetlaksananya Pengawasan masa akhir jabatan . LHP 2.0
Bupatl/Walikota
Terlaksananya Reviu rencana kerja pemerintah Laporan 1.0
daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018
Teraksananya Reviu renja OPD tahun 2020 Laporan 4.0
Teriaksananya Audit manajemen kepegawalan LHA 1.0
Terlaksanénya Audit atas pengaduan LHP 28,0
masyarakat
Teraksananya Audit tujuan tartentu LHA 4.0
Teraksananya Pemantauan dan tindaklanjut LHP 4.0
hasll pengawasan irban IV ' )
Teraksananya Rekam jejak bagl ASN yang Laporan 2.0
akan menduduki jabatan
Teraksananya Monltoring dan Evaluasi LHKPN Laporan 1.0
Teraksananya Audit Kinerja Laporan 1.0
Terlaksananya Lokakarya pengawasan urusan Laporan 2.0
pemerintah ddi daerah Provinst Banten dan 8
Kabfkota se-Provinsi Banten
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendirl (PKS) Keglatan 5.0
Penyusunah Kebijakan tentang Sistem dan Tersusun nya Pergub tentang Kebijakan Pergub Jakwas 1.0
Prosedur Pengawasan Pembinaan dan pengawasan di Pemetintah .
provinst banten tghun 2020
Tersusun nya SOF tentang yang berkaitan Dokurmen 4.0
dengan pengawasan ’
Evaluasl Hasll Pernbinaan dan Penfgawasan Tersusun nya ikhtlsar {aporan hasil pembinaan Kegtatan 3.0
Provinsl Banten dan pengawasan semestar dan tahunan
Inspektorat Provinsi Bantan Tahun 2019
Tersusunnya usulan DOPT dan PKPT Dokumen 2.0
Inspekiorat Provinsi Banten Tahun 2020
Terselenggaranya Rakorwasda anlara Kegiatan 1.0
Inspaktorat Provinsi.dengan Inspektorat
Kabfkota dan selurun OPD Provins!
Terselenggaranya Rakor {saresehan) antara Keglatan 1.0
Inspekiorat provinsi dengan Kab/kota
Terselenggaranya Rakor pemutahlran data hasil Kegiatan 1.0
Binwas BPX, ltjen dan BPKP
Terselenggaranya Rekorwsnas antara Kegilatan 1.0
{nspiektorat previnst dengan Itjen kementarian
Terselenggaranya Rapat Pimplnan evaluasi Kegiatan 4.0

hasit pangawasan tahun 2019




R

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasll Pemerlksaan

Teraksananya Pemantauan dan Tindak Lanjut Laporan 12,0
BPK-RI, BPKP dan ljen Kementarlan Hasil Pemerlksaan BPK-RI
Terlaksananya Pemantauan.dan Tindak lanjut LHP 4.0
hasil pemeriksaan BPKP
Teriaksananya Pemantauan dan findaklanjut LHP 4.0
hasll Pemriksaan itlen kementerian
Palaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Terlaksananya Pameran antl korupsl tingkat Kegiatan 10
Korupsl di Lingkungan Provinsi Banten . nasional tahun 2019
Terlaksananya kegiatan Unit pengendalian Keglatén 20
Gratifikasi (UPG) Provinst Banten .
Teriaksananya keglatan Tim saber pungli Keglatan 4.0
Provinsi Banten tahun 2019
Teraksananya keglatan rencana aksi PPK Kegiatan 4.0
Daerah Provinsl banten
Terlaksananya keglatan Komite Intagritas Kegiatan 4.0
Pravinsi Banien

Sekretarls

Drs. Suglyono, MM

NIP: 196308051985021001

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

21,334,876.500,00

Kepala Sub b

Program ,Evajuast dan

Drs.H. Babrodtn, 0080

NIP: 196309111983121001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta’
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . : Husen Fadilah, SE

Jabatan . KEPALA SUBAG KEUANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ¢ Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS .

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjan]i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. :

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

. kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pénghargaan

dan sanksi. '
SERANG, __ Januari 2019
Plhak Kedua, : Pihak Pertama,
'
Drs. Sugiyono, MM ‘ Husen Fadi(z[h, E
NIP: 196309051985021001 " NIP: 197406072001 1‘@1 003




PERJANJIAN KINERJA TAH'U_N 2019

Drs. Sudiyono, MM

pno KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 ]
3K Penyusunan Laporan Kinetja Keuangan dan Tersusunnya Dokumen Laparan Keuangan Laporan 7.0
Maraca Aset ’ .
Tersusurvnya Laporan Dokumen Pajak Laporan 2.0
Rapat Koerdinasl edalam dan Keluar Daerah Terlaksananya Koordinast dan Kaonsultasi Ke Bulan 12.0
Dalam Daerah .
Terlaksananya Koordinast dan Konsultasi Ke Bulan - - 120
Luar Daerah
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.  837.148.000,00
Sekretaris Kepala Subag Keuangan

NIP: 196309051985021001

c\”
Husexf Fadilah, S

NIP: 1974§6072001121003




PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2019

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019




Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan
perorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

yang efektif, transparan dan akuntable serta

Nama ’ . Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selanjuinya disebut pihak pertama

Nama - WAHIDIN HALIM

Jabatan . GUBERNUR BANTEN

hak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

yang seharusnya sesuai lampiran perian]ian ini,
rii yang telah ditetapkan dalam dokumen
kinerja terseput menjadi tanggung jawab

selaku atasan pi

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinetia
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepe
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kami. .

n evaluasi terhadap capaian

rvisi yang diperlukan serta akan melakuka
ka pemberian penghargaan

Pihak kedua akan melakukan supe
ambil tindakan yang diperiukan dalam rang

kineria dari perjanjian ini dan meng
.dan sanksl.

g "ﬁih‘a'k;Ké.d'q\a,

A

_,

SIMRAL




SATUAN KERJA :  Inspektorat Provinsi

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 ' 3 ' 4 5
1 Tercapainya Peningkatan Kinerja Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Nifai 75.0
Penyeienggaraan Pemerintahan Banten
2 Tercapainya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Capaian Maturitas SPIP Nilai ' 3.0
Pembangunan Daerah

Kode Urusan / Program : Aliggasan
3002 Pengawasan 29.482.607.000,00
3002.01 Program Tata Kelola Pemerintahan . . 13.696.834.200,00

3002,16 Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 15.785.672.800,00

Total Jumlah Anggaran : Rp- 29.482.507.000,00

! insi Banten
3

BB R ayadi, M.Si

2 3231989031009

SIMRAL




PERJANJIAN KINER.JA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan'manajemen pemerintahan yang efektii, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil. yang bertanda tangan di bawah ini

Nama. - Drs. Sugiyono, NIV

Jabatan - PLT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH |

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan . INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawah
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian o

kinerja dari pesjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

\

SERANG, 1 OKTOBER 2012

Plhak Kedua, Pihak Pertama, j
i B
. e
# -
Drs. E! Kusmayadi, M.Si f Drs. Sugiyono, MM
NiP: 19?103231989031009 NIP: 196309051985021001

SIMRAL T




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

PROGRAM \ INDIKATOR KINERJA ! SATUAN TARGET \‘
e i
2 1 3 : 4 5 j
Program Pembinaan dan Pengawasan I Capaian Leveling Maluritas SPIP ' nilai 3.0 i .

penyelenggaraan Pamenntahan Daeran l ‘

! ' ; = . _

T |

Kode Urusan { Program Anggaran ]
3002 Pengawasan 15.785.672.800,00
3002.15 Program Pembinagn dan Pengawasan penyeienggaraan Pemerintahan Daerah 15.785.672.800,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 15.785.672.800,00

Eﬂur Provinsi Banten PLT Inspektur Pembantu Witayah |

i —
\ . . .

Qv

E. Kusmayadi, M.Si
6103231 989031009

sl
NiP:

Drs. Sugiyono, MM
NIP: 158308051285021001

SIMRAL



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntable serta

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dicky Hardiana, $.8o0s, M.Si

Nama,

Jabhalan ~ INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I}

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan . INSPEKTUR PROVINSI BANTEN ]

selaku atasan pihak pertama, seiaﬁjutnya disebut pihak kedua .

an target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perianjian ini,
yang telah ditetapkan dalam dokumen,

nerja tersebut menjadi tanggung jawab

F’”ihak Pertama berjanji akan mewuiudk
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengzah seperti
perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Ki

kami,

diperlukan serta akan meiakukan evaluasi terhadap capaian

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang
kan yang diperlukan daiam rangka pemberian penghargaan

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tinda
dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak B

ihak Kedua,

2

Drs. |E. Kusmayadi, M.Si
NIP: 1}9610323‘1989031009

S

_ Dicky Hardiang8.S0s, M.Si
NIP: 19690921/1990031003
!

SIMRAL




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

1
IV NGO PROGRAM INDIKATOR KINERJA l SATUAN TARGET 5‘_
1 2 3 4 5
1 Program Pembinaan dan Pengawasan Indeks {ntegrilas poin 7448
penyelenggaraan Pemerntahan Daerah ; J

Kode Urusan / Program Anggaran
3002 Pengawasan 15.785.672.800,00
3002.15 Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 15.785.672.800,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 15.785.672.800,00

™~
Inspeftur Provinsi Banten Inspektur Pembantu Wilayah il

=7

. Drs| E. Kusmayadi, M.Si
N[P:\;Qsd 0323158903100

N

Dicky Hardlana, p.Sos, M.§i
NIP: 19690926 psoosmna .

SIMRAL



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, fransparan dan akuntable seria
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini © )

Yan Jungjung, ST, MPA

Nama.
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

selanjutnya disebut pihak perfama

Nama . Drs. E. Kusmayadi, M.5i

.Jabatan  INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

F;ihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka meénengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

"ihak Kedua, : Pihak Pertama,
|
>
DrsiE. Kusmayadi, M.Si ' Yan Jungjung, ST, MPA
NIP: H9$6103231989031009 © NIP: 1966011219%6031001
1 ‘\_/ ’

SIMRAL



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA : SATUAN TARGET
1 2 . 3 i 4 ’ 5
1 Program Pemblnaan dan Pengawasan Capaian CPINI Laporan Keuangan : apini 100.0 -
penyelenggaraan Femerintahan Daerah !

- —
Anggaran

Kode Urusan / Program : - ,

3002 Pengawasan

3002.15

15.785.672.806,00
15.786.672 800,00

Program Fembinaan dan Pengawasan penyslenggaraan Pemerintahan Daerah

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 15.785.672.800,00

rs. E. Kusmayadi, M.Si

ingpektur Provinsi Banten

Inspektur Pembantu Witayah

|

Q”

Yan Jungjung, ST, MPA

WIP: 196103231989031008

NEP: 198601121996031001

SIMRAL




Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tafigan di bawab ini :

Nama . : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan . SEKRETARIS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINS! BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan datam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evajuasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi. :

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pipak Kedua, Pihak Pertama,/
Drs. Ef Kusmayadi, M.Si " Drs. Sugiyono, MM
NIP: 198103231989031009 NIP: 196309051985021001

SIMRAL
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

N N s rtTr=y

T
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 . 4 5
1 Program Tata Kelola Pameriniahan Nilai KM : "Skala (1-4) 3.0
: i
I
Kode Urusan f Program Anggaran
3002 Pengawasan 13.696.834.200,00
3002.01

Program Tata Kelola Pemerintahan

13.606.834.200,00

\
A

Inspaerr Provinsi Banten

/"

Drs, B, Kusmayadi, M.5i
NEP: 1p6103231989031009

U -

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

Sekretaris

Drs. Sugiyeno, MM

13.696.834.200,00

NLP: 196309051985621001

SIMRAL




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah inj :

Nama | . Drs. H. Kukuh suharso, M.Si

Jabatan  INSPEKTUR PEMBANTY WILAYAH IV

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drs, E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawah
kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipériukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

Kinerja dari perjanjian ini dan mengambi! tindakan yang dipertukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

ihak Kedua, Pihak Pertama,
< -
Drs. E. Kusmayadi, M.Si ' : Drs. H. Kukuh Buharso, M.Si
NIP: 1%6103.231989031009 . NIP: 136602261994031001
Y

SIMRAL
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO PROGRANM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 . 2 R 4 5
1 Frogram Pambinaan dan Pengawasan Capaian Nilai Sakip i % 75.0
penyelenggaraan Pemerintahan Daerzah
i , ]

Kode Urusan ! Program Anggaran
3002 Pengawasan 15.785.672.800,00
3002.15 Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Caerah 15.785.672.800,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 16,785.672.800,00

Inspektur Pambantu Wilayah i

Drs. H. KukuH suharso, M.Si
NIP: 196602261804031001

SIMRAL o




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka rhewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serfa
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : o

Nama . Husen Fadilah, SE

Jabatan . KEPALA SUBAG KEUANGAN
selaﬁjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnyai disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yanyg telah ditetapkan dalam dokumen

berencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. :

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kKinerja dari perfanjian Inl dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi. .

'SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

-—'-/ v

,‘
Drs, Sugiyono, MM Husen quilah, E
NIP: 196309051985021001 NIP: 19'}4060720011[21003

SIMRAL
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO KEGIATAN 'ND,IKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 i 4
1 Penyusunan Laparan Kinerja Keuangan dan Tersusunnya Dokumen Lagporan Keuangan Laporan 7.0
Neraca Aset
2 Tersusun nya Laporan Dokumen Pajak Laporan 1.0
3 Rapat Koordinasi Kedatam dan Keluar Dasrah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi K Bulan 12.0
Dalam Daerah
4 Terlaksananya Koardinasi dan Konsultasi Ke Bulan 2.0
Luar Daerah
Kode Urusan / Program / Kegiatan Anggaran
3002 Pengawasan ’ 1.222,288.000,00
3002,01 Program Tata Kelola Pemerintahan 1.222.288.000,00
3002.01,001 Panyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 22,288.000,00
3002.01.007 Rapat KoordInasi Kedalam dan Keluar Dasrah 1.200,000.000,00

" Sekretaris /

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

1,222,288.000,00

Kepala Subag Keuangan

. Huser
' NiP: 1974

-~
Fadilah,
p6072001121003

SIMRAL

i
i
i
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan akuntable serta ]
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah inj :

Nama . Drs.H. Bahrudin, M.Si

I3

Jabatan i KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM ,EVALUASI DAN PELAPORAN

selaﬁju’mya disebut pihak pertama

Nama . Drs. Sugiyono, MM

Jabatan ’ . SEKRETARIS

sélaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji-akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapali target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung iawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan su
kKinerja dari perjanjian ini dan me
dan sanksi.

pervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
ngambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,
S S e “

Drs. Sugiyono, MM
NIP: 196309051985021001

Drs.H. Bahrudin, M.Si
NIP: 196309111983121004

SIMRAL




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2 3 4
Perencanaan, Evaluasi dan Pslaporan Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dekumen
dan Pelaporan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pragram Dokumen
dan Kegiatan Tahunan
Penyadiaan Data Pembangunan Seldaoral Tersusunnya Profile Kinerja Program Perangikat Laporan
Daerah }
Terlaksananya Penguatan Data Dan Informasi Laporan
Pembangunan' Melaluil Website
Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Laporan
Dokumentasi (PPID) Inspektorat
Pengawasan Internal Bidang Pendapatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan LHE
QPD Pemerintah Provinsi Banten TA. 2018
Reviu Laporan Keuangan Pemerintzh Daerah LHR
(LKPD) Provinsi Banten TA. 2018
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 LHR
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) LHR
2019
Monltoring dan Evaluasi Kas Opnama TA. 2018 LHE
Pemeriksaan Operasionalikinerja BLUD LHP
Pemeriksaan Operasionalikinerja Pengeiolaan LHF
Pendapatan (Pajak Daerah dan
Retribusl/Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBF) ) .
* Monev Penyslenggaraan SPIP SKPD LHE
‘Audit dengan Tujuan Terentu/Kasus dan LHA
Pengaduan Masyarakat
Pemantavan Tindak Lanjut Hasll Pengawasan LHE
Satuan tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Laporan
Provinsi Banten
Pengawasan Internal Bidang Belanja Modai dan Terlaksananya Audit Belanja Modai Akhir Tahun LHF
Barang Milik Daerah Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten
Terlaksanarya Reviu Penyerapan Anggaran LHR
{PA) dan Pengadaan Barang/sasa (PBJy Tw 4
Tahun 2018
Terlaksananya Pmbity'Audit Pengadaan Barang LHP
dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap i
M Teriaksananya Reviu Penyerapén Anggaran LHR
(PA) dan Pengadaan Barang/Jasa {PBJ) TW |
Tahun 2049 '
Terlaksananya Pengawasan Aset Kendaraan Laporan
Dinaa
Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil LHTL
Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten {OPD
Provinsi)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi LHP

Pengelafaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun
2018 o

SIMRAL




Terlaksananya Probity Audit Pengadaan Barang

dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap Il

Terlaksananya Pemeriksaan Inspektorat
Kab./Kota ’

Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran
(PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ} TW I
Tahun 2019

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Provinsi Banfen {OFPD
Kabupaten/iKota)}

Terlaksananya Revilu Penyerapan Anggaran
{PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PB.J) TW Hl
Tahun 2019

Terlaksananya Probity Audit Pengadaan
Barang dan Jasa (Belanja Mcdal) Tahun 2018
Tahap |

Terlaksananya Audit Belanja Modal Tzahap 1l
Tahun Anggaran 2019 pada OPD Provinsi
Banten

Terlzksananya Audit dengan Tujuan
Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Teraksananya Audit Belanja Modal Tahkap |
Tahun Anggaran 2019 pada OPD Provinsi
Banten

LHP

LHP

LHR

LHTL

LHR

LHP

LHP

LHP

LHP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

4.0

2.0

1.0
20
1.0

4.0

8,0

12.0

i‘ i

42

43
44

Pengawasan Intermal Bidang Belanja Barang dan
Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah

Terselenggaranya Pemeriksaan akhir tahun ates
belanja barang/jasa TA 2018 pada OPD provinsi
banten

‘Tersalenggaranya Pemeriksaan reguier alas
belanja barang/jasa dilingkungan OPD Provinsi
banten TA 2019 tahap | dan Il

Terselenggaranya Reviu atas dokumen Hibah
dan bansos TA 2019

Terselenggaranya Pemeriksaan atas Belanja
bansos TA 2019

Terselenggaranya Konsultasi Eksternal
Permintzan Saran Inspekiorat/irban [} Kepada
kementrian/Lembaga BPK/BPKP

Terselenggaranya Monitoring pengelolaan dana
desa TA 2019

Terselsnggaranya Pemeriksaan bantuan
keuangan pemerintah provinsi banten kepada
pemerintah kabl/kota TA 2018 { 2 tahap)

Terselenggaranya Peningkatan
Pernyelenggaraan SPIP

Terselenggaranya Pemeriksaan dana BOS TA
2(119 pada 8 kab/kota (2 tahap)

Tersalenggaranya Mongv Stosk opname
{barang persedizan ) per 31 desember 2019

Terselenggarariya Audit tujuan tertentu

Terselenggaranya Mapev Stok Opname (Barang
Persediaan Tahun Akhir 2018}

LHP

LHP

LHR

LHP

Laparan

LHP

LHP

Laporan

Laparan

Laporan

Laparan

Laparan

12.0

24.0

1.0

8.0

4.0

6.0

4.0

8.0

42.0

8.0
42.0

45

a6

Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pengendalian Kepegawalan Daarah

Terlaksananya Evaluasi NSPK/Kinerja
pelayanan publik / SPM TA 2019

Terlaksananya Pengawasan atas administrasi
umum dan substansiurusan pemerintzhan TA
2020 (urusan waljibipilihan )

LHE

Lapotran

4.0

12.0

SIMRAL
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Terlaksananya Evaluasi mandid LPPD Provins LHE 1.0
fanten Tahun 2019 . ‘
Terlaksananya Reviu Lakip Provinsi Banten Laporan 1.0
Tahun 2019
Terlaksananya Evaluasi Lakip OPD Provinsi p LHE 4.0
hantan tatwn 2019 . . .
Terlaksananya Evaluasi LPPD kab/kota se- LHE 8.
Provinsi Banten tahun 2018 ’
Terlaksananya Evatuasi Sakip kab/kota se- Laperan 20
Provinsi Banten tahun 2019
“Terlaksananya Pengawasan masa akhir jabatan LHP 20
Bupati/Walikota
Tarlaksananya Reviu rencana kerja pemerintah Laporan 1.0
daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2049
Terlaksananya Reviu renja OPD tahun 2020 ~ Laporan 45
Terlaksananya Audit manajeman kepegawaian LHA 1.0
Terlaksananya Audit atas pengaduan © LHP 28.0
masyarakat ]
Terlaksananya Audit tujuar tertentu ' LHA 40
Terlaksananya Pemantauan dan tindaklanjut LHP 4.0
hasil pengawasan irban IV
Terlaksananya Rekam jejak bagi ASN yang Laporarn 2.0
| akan manduduki jabatan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi LHKPN ' Laporan 1.0
Terlaksananya Audit Kinerja Laporan 1.0
Terlaksananya Lokakarya pengawasan urusan Laporan 20
pemerintah ddi dasrah Provinsi Banten dan 8
Kah/kota se-Provinsi Bantan
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kegiatan 5 5.0
64 Penyusunan Kebijakan tartang Slstem dan Tersusun nya Pergub tentang Kebijakan Pargub Jakwas 1.0
Prosedur Pengawasan Pembinaan dgn pengawasan di Pemarintah
provinsl banter {ahun 2020
| 6% Tersusun nya SOP tentang yang berkaitan Dokumen 4.0
dengah pengawasan
Evaluasi Hasll Pembinaan dan Pengawasan, “Tersusun nya ikhtisar laporan hasil pembinaan. Kagiatan 30
Pravinsi Banten dan pengawasan semester dan tahunan '
Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
Tersusunnya usulan DOPT dan PKPT Dokumen . 2.0
Inspektorat Provinsl Banten Tahun 2020
Terselenggaranya Rakorwasda antara Kegiatan 1.0
Inspekiorat Provinsi dengan Inspektorat
Kablkota dan seluruh OPD Provinsi
, Terselenggaranya Rakor (saresehan) antara Keglatan 1.0
. ‘| Inspektorat provinsi dengan Kab/kota
Terselenggaranya Rako? petmutahiran data hasil Kegiatan 1.0
Binwas BPK, Itjen dan BPKP .
Terselanggaranya Rakorwsnas antara Keglatan 1.0
inspektarat provinsi dengan itjen kementerian .
Terselenggaranya Rapat Pimoinan evaliasi Waniaban Y
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73 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Pemantauan dan Tindak Lanjut Laporan 12.0 i
BPK-RI, BPKP dan Men Kementerian HasHl Pemeriksaan BPK-RI '

74

Terlaksananya Pemantauan dan Tindak tanjut LHP 4.0
hasll pemeriksaan BPKP
75 Terlaksananya Pemantauan dan tindaklanjut LHP 4.0

hasil Pemriksaan itjen kementerian

76 Pelzksanaan Pencegahan dan Pamberantasan Terlaksananya Parmneran anti kerupsi tingkat Kegiatan 1.0
g Koarupsi di Lingkungan Provins! Banten nasional tahun 2019

Terlaksananya kegiatan Unit pengendalian Kegiatan 2.0
Gratifikasl (UPG) Provinsi Banten
Terlaksananya kegiatan Tim saber pungli - Kegiatan 4.0
Provinsl Banten tahun 20419 :
Terlaksananya kegiatan rengana aksi PPK Kegiatan 4.0
Daerah Provinsi banten
Terlaksananya kegiatan Komite Integritas ) Kegiatan 4.0

Provinsi Banten

Urusan / Program / Keglatan Anggaran

Pengawasan 15.824,237.800,00

Program Tata Kelola Pamerintahan 138.565.000,00

Perencanaan, Evaluast dan Pelaporan

87.865,000,00
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50,700.000,00 | .
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaragn Pemerintahan Daerah 1-5.?85.672.800.00

Pengawasan Intemnal Bldang Pendapatan 7.125.293.000,00

fPengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Millk Daerah 1,922.885.800,00
Fengawasan Internal Bidang Belanja Barang:: dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah 2.167.527.300,00
Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daarzh . 2.335.980.000,00
Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan ' 209.126.500,00

Evaluasl Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten 299.378.000,00

Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itien Kementerian 175.690.000,00
Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten 1.549.772.200,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. . 16.924.237.800,00

Sekretaris /

e
Drs.H. Bahrudin, M.SI

_Drs._Suegono, MM
196309051985021001

NIP: 196309111983121001






